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ABSTRAK

PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Aluisius Heri Purnomo
042114032
Universitas Sanata Dharma
Y ogyakarta
2010

Penelitian ini  bertujuan untuk: (1) Mengetahui kinerja keuangan
Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode 2003-2007 ditinjau dengan
menggunakan analisis varians. (2) Mengukur kinerja keuangan Pemerintah
Kabupaten Sleman pada periode 2003-2007 dengan menggunakan pendekatan
tingkat kemandirian pembiayaan, tingkat ketergantungan, dan desentralisasi
fiskal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,
dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan
melakukan analisis varians untuk membandingkan kinerja aktual dengan yang
dianggarkan. Melakukan analisis redlisass APBD Kabupaten Sleman dengan
menggunakan  pendekatan tingkat kemandirian  pembiayaan, tingkat
ketergantungan, dan desentralisasi fiskal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan analisis varians,
kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode tahun 2003-2007
menunjukkan indikasi yang baik. Hal ini mengacu pada hasil analisis varians pada
APBD yang menunjukkan adanya realisas pendapatan daerah yang meningkat
dibandingkan dengan anggarannya. Sementara pada aspek belanja daerah,
diketahui bahwa nilai realisasi belanja daerah lebih kecil daripada anggarannya.
(2) Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode tahun 2003-
2007 menunjukkan kinerja yang cenderung meningkat, dilihat dari aspek
kemampuan kemandirian pembiayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah serta
desentralisasi fiskal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang positif
pada ketiga variabel tersebut. Namun variabel kemampuan mobilisasi daerah
menunjukkan kinerja yang cenderung menurun. Hal ini ditunjukkan dengan nilai
koefisien regresi yang negatif.
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ABSTRACT

FINANCIAL PERFORMANCE ASSESSMENT
OF SLEMAN REGENCY

A Case Study at Sleman Regency

Aluisius Heri Purnomo
042114032
Sanata Dharma University
Y ogyakarta
2010

This study aimed to: (1) Know the regency’s financial performance in
period 2003-2007 by using analysis of variance. (2) Measure the financia
performance of Sleman regency in the period 2003-2007 using the approach of
independency level of financing, the level of dependency, and fisca
decentralization.

The data collection techniques were interview, documentation and
observation. The data analysis technique used was by conducting analysis of
variance to compare the real performance and the budgeted. One, doing analysis
on redlization of APBD using the approach of financing, the level of dependency,
and fiscal decentralization.

The research results showed that: (1) Based on the analysis of variance,
the Sleman regency’s financial performance 2003-2007 periods showed a good
indication. This refered to the results of analysis variance on the budget which
showed increasing realization of revenues compared to the budget. While on the
aspects of local expenditure, it was known that the realization of the value of local
expenditures was less than budget. (2) the financial performance of Sleman
regency in the period 2003-2007 showed that performance tended to increase as
seen from the aspect of local financing capabilities, the level of regiona
dependency, and fiscal decentralization. This was indicated positive regression
coefficient on those three variables. But the regional mobilization ability variable
indicated performance tending to decrease. This wais indicated by the negative
regression coefficient.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan pemerintah merupakan alat pertanggungjawaban
kepada publik yang harus disampaikan secara sistematis dan transparan.
Tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas harus
ditunjukkan para manajer pemerintah daerah dalam laporan keuangan. Seiring
dengan perkembangan reformasi dan otonomi daerah, sistem pelaporan
keuangan pemerintah daerah mengalami perubahan. Undang-Undang No. 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah menyebabkan
perubahan dalam manajemen keuangan daerah dan perubahan dari sistem
sentralisasi menjadi desentralisasi.

Sistem desentralisas ini mencakup berbagai bidang, yaitu: politik,
administrasi dan fiskal. Berkaitan dengan desentralisasi fiskal tersebut terdapat
tiga pilihan, yaitu: Pertama, memberikan seluruh basis pajak kepada daerah
kemudian mewajibkannya untuk menyetor sebagian dari hasil pajak tersebut
kepada tingkat pemerintah yang lebih tinggi untuk membiayai pengeluaran
yang menjadi tanggungjawabnya. Kedua, seluruh kewenangan perpajakan
berada pada pemerintah pusat, kemudian pemerintah pusat membiayai
pemerintah daerah dengan sistem transfer atau hibah baik melalui bagi hasil
seluruh penerimaan atau melalui bagi hasil penerimaan pajak-pajak tertentu.

Ketiga, memberikan kewenangan pemungutan pajak pada pemerintah daerah,



apabila terjadi ketimpangan vertikal karena pemberian kewenangan ini maka
untuk melengkapi eksistensi pajak daerah tersebut diberikan pula bagi hasil
atau transfer dari pemerintah pusat.

Untuk mencapai kemandirian pemerintah daerah, pemerintah pusat
memberikan ~ otonomi  kepada pemerintah daerah untuk  dapat
menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Tujuan dari pemberian otonomi
ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah
daerah sehingga pembangunan di daerah diarahkan agar lebih mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagal konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah
daerah mempunyai kewgjiban untuk meningkatkan pelayanan dan
kesgjahteraan  masyarakat secara demokratis, adil, merata dan
berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi pemerintah daerah apabila
pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya, yaitu potensi sumber
daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan
secara optimal.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan
keuangan daerah harus dilakukan secaratertib, taat pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah
daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang langsung ataupun tidak langsung



mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan
tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan.
Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang terletak di propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Sebagal daerah yang terletak di lereng gunung Merapi,
Sleman merupakan kawasan yang cukup subur. Secara administratif Sleman
terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa dan 1.212 dusun (Krisna Wahyu, 2006:32).
Untuk mendapatkan kepercayaan publik, setiap kepala administratif di
Kabupaten Sleman harus melaporkan kinerjanya kepada kepala administratif
yang lebih tinggi atau yang berada di atasnya dan kepada masyarakat umum.
Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti tentang kinerja
keuangan pemerintah daerah kabupaten Sleman untuk dapat menilai sejauh
mana kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Sleman. Oleh
karena itu penulis mengambil judul “Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah

Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode
2003-2007 diukur dengan menggunakan analisis varians?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode
2003-2007 dilihat dari tingkat kemandiriaan pembiayaan, tingkat

ketergantungan dan desentralisas fiskal?



. Batasan Masalah
Pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan menggunakan analisis
varians, tingkat kemandiriaan pembiayaan, tingkat ketergantungan dan

desentralisasi fiskal terbatas pada periode 2003-2007.

. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode
2003-2007 dengan menggunakan analisis varians.

2. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode
2003-2007 dengan melihat dari tingkat kemandiriaan pembiayaan, tingkat

ketergantungan dan desentralisasi fiskal.

. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, sebagai bahan pertimbangan dalam
rangka menentukan kebijakan untuk meningkatkan kinerja keuangan
Pemerintah Kabupaten Sleman.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma, sebaga bahan untuk memberikan
masukan kepada pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan
tentang keuangan daerah.

3. Bagi penulis, sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori.



F. Sistematika Penulisan

BAB |

BAB II

BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika
penulisan.

LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori dari hasil studi pustaka yang
dijadikan dasar untuk menganalisis data yang diperoleh.
METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini beris tentang jenis penelitian, subjek penelitian, objek
penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

Beris tentang keadaan pemerintah Kabupaten Sleman secara
umum meliputi  keadaan geografis, keadaan penduduk,
pemerintahan, sosial, dan sumber daya alam.

PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data dan pembahasan sesuai dengan
metode penelitian.

PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran dari hasil penelitian

yang dilakukan.



BAB |1

LANDASAN TEORI

A. Anggaran Sektor Publik
1. Pengertian Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang
menggambarkan kondisi keuangan dari organisasi sektor publik yang
meliputi informasi  mengenai  pendapatan, belanja dan aktivitas
(Mardiasmo, 2002:62). Anggaran publik berisi estimasi tentang apa yang
akan dilakukan oleh organisas dimasa yang akan datang. Secara singkat
dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial
yang menyatakan (Mardiasmo, 2002:62)
a. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja)
b. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk
mendanai rencana pengeluaran tersebut.
2. Fungsi Anggaran Sektor Publik
Menurut Mardiasmo (2002:63) fungsi dari anggaran sektor publik adalah:
a Sebaga dat perencanaan mangemen untuk mencapai tujuan
organisasi.
b. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas
pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang

dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.



c. Sebaga aat kebijakan fiskal, anggaran digunakan untuk menstabilkan
dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

d. Sebaga aat politik, anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-
prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.

e. Sebaga aat koordinasi dan komunikasi, setiap unit kerja pemerintah
terlibat dalam penyusunan anggaran, oleh karena itu anggaran publik
dapat menjadi alat koordinasi dan komunikasi antar bagian dalam
pemerintah.

f. Sebagai alat penilaian kinerja, kinerja eksekutif dinilai berdasar
pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran.

0. Sebaga alat motivasi, anggaran dapat digunakan untuk memotivasi
mangjer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien.

h. Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, anggaran tidak hanya
disusun oleh organisasi pemerintah sgja, melainkan masyarakat, L SM,
dan berbagai organisasi kemasyarakatan juga harus terlibat dalam

penganggaran publik.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana
kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka, yang
menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan
biaya yang merupakan batas maksimal dari suatu periode anggaran (Halim,

2002:24).



Berdasarkan struktur anggaran kinerja, elemen-elemen yang termasuk
dalam belanja daerah terdiri dari:
1. Belanja Aparatur Daerah
Belanja aparatur daerah adalah bagian belanja yang berupa: belanja
administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja
modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayaai
kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung
dinikmati oleh masyarakat (publik).
2. Belanja Pelayanan Publik
Belanja pelayanan publik adalah bagian belanja yang berupa:
belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, serta
belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk
membiayaai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung
dinikmati oleh masyarakat (publik).
3. BelanjaBagi Hasil dan Bantuan Keuangan
Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah pengeluaran uang
oleh pemerintah daerah dengan tidak secara langsung menerima imbal
barang dan jasa seperti pembelian dan penjualan, tidak mengharapkan
dibayar kembali seperti suatu pinjaman dan tidak mengharapkan hasil

pendapatan seperti layaknya kegiatan investasi.



4. Belanja Tidak Disangka

Belanja tidak disangka adalah pengeluaran yang disediakan untuk
kgadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam dan pengembalian
peneriamaan yang bukan hak daerah.

APBD merupakan cermin dari pilihan-pilihan ekonomis dan
sosial masyarakat suatu daerah. Untuk menjalankan peran yang telah
dimandatkan oleh masyarakat, pemerintah harus melaksanakan dua
fungs yaitu: pertama, mengumpulkan sumber daya yang mencukupi
dengan cara yang tepat. Kedua penggunaan sumber daya tersebut harus

secara representatif, efektif dan efisien.

C. Kinerja
1. Pengertian Kinerja

Menurut Indra Bastian (2002:329) kinerja (performance) adalah
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaaan suatu program/
kegiatan/kebijakan dalam skema strategis (strategic planning) suatu
organisasi. Maksudnya, setigp organisasi harus dapat diukur dan
dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa
yang akan datang dalam visi dan misi organisasi.

Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian
mangjemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian manajemen

melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan
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mekanisme reward dan punishment system yang digunakan sebagai

pendorong bagi pencapaian strategi (Mardiasmo, 2002:58).

2. Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2002:122) tujuan pengukuran Kinerja adal ah:

a

b.

Untuk mengkomunikasikan strategi secaralebih baik.

Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang
sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.

Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manger level
menengah dan bawah serta motivasi untuk mencapai goal congruence.
Sebaga aat untuk mencapa kepuasan berdasarkan pendekatan

individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

3. Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2002:122) manfaat pengukuran kinerja adalah:

a

Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk
menilai kinerja manajemen.

Memberikan arahan untuk mencapai kinerjayang ditetapkan.
Memonitor dan mengevaluas pencapaian kinerja kemudian
membandingkan dengan target kinerja, serta melakukan tindakan
korektif untuk memperbaiki kinerjayang kurang baik.

Sebagal dasar pemberian reward dan punishment secara objektif
sesua dengan pengukuran kinerja yang telah disepakati.

Sebagai alat komunikas antara atasan dan bawahan dalam rangka

memperbaiki kinerja organisasi.
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f. Membantu mengidentifikas apakah kepuasan pelanggan sudah
terpenunhi.

g. Membantu bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

D. Indikator Kinerja
1. Pengertian Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif dan atau kuantitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu
yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai alat untuk menilai
atau melihat tingkat kinerja.

Indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa indikator
dari unit kerja yang bersangkutan hari demi hari menunjukkan kemajuan
dalam upaya menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa
indikator kinerja, sulit untuk menilai keberhasilan program/kegiatan/
kebijakan. Dengan indikator kinerja organisass memiliki wahana yang
jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasi| atau gagal di masa yang akan
datang (Nugroho, 2003:10).

Menurut Nur Achmad Afandi dalam Nugroho (2003:11) indikator
kinerja adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan
tingkal pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan
memperhatikan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil

(outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impacts).
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2. Fungsi Indikator Kinerja (Nugroho, 2003:12)

a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan
dilaksanakan. Kegiatan umumnya berjangka waktu tidak lebih lama
dari satu tahun. Kejelasan tentang apa yang dilakukan dalam aktivitas
keseharian organisasi dalam tahun per tahun.

b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait
untuk menghindari kesalahan interpretas selama pelaksanaan
program/kegiatan/kebijakan dan dalam menilai kinerja memberikan
rambu-rambu bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya, maka
setiap pihak mendapatkan kesepahaman tentang tahapan dan kriteria
yang dibangun dalam menjalankan aktivitasnya.

c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja
organisasi/unit kerja. Indikator akan menjadi patokan bagi organisasi
dalam menjalankan tugasnya.

3. Syarat-syarat Indikator Kinerja (Nugroho,2003:12)

a. Spesifik dan jelas, sehinggatidak ada kesalahan interprestasi.

b. Dapat diukur secara objektif bailk yang bersifat kualitatif maupun
kuantitatif, apabila keduanya diukur menggunakan indikator kinerja
mempunyal kesimpulan yang sama.

c. Relevan, artinya bahwa indikator kinerja harus menangani aspek-
aspek objektif yang relevan.

d. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan

keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, serta dampak.
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e. Harus cukup fleksibel terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan
dan hasil pelaksanaan kegiatan.

f. Efektif, informas yang berkaitan dengan indikator kinerja yang
bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan dana

yang tersedia.

E. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000

Penjelasan umum atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah:

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan
Daerah, Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kedua undang-undang tersebut
berkeinginan untuk meningkatkan efisiens dan efektivitas pengelolaan
sumber daya Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan
dan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisas,
demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan
dalam mewarnai penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses

pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya.
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2. Undang-undang No. 25 Tahun 1999
Secara khusus UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam

penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara

lain memberikan keleluasaan dalam penetapan produk kekuasaan sebagai
berikut:

a. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur
dengan Peraturan Daerah.

b. Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan
Surat Keputusan Kepala Daerah sesual peraturan Dagerah tersebut.

c. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
DPRD mengena pengelolaan Keuangan Daerah dan kinerja
Keuangan Daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan.

d. Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah tersebut merupakan

dokumen Daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

F. Analisis Varians dan Analisis Tingkat Kemandirian Pembiayaan,
Tingkat Ketergantungan dan Desentralisasi Fiskal, serta Analisis Trend
1. Analisis Varians
Penilaian laporan kerjafinansial diukur berdasarkan anggaran yang
telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians

(selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.
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(Mardiasmo, 2002:123). Analisis varians secara garis besar berfokus pada
varians pendapatan dan varians pengel uaran.

Hasil dari analisis varians kemudian dinyatakan dalam bentuk
persentase yaitu: Realisas : Anggaran X 100% . Setelah dilakukan
analisis varians, selanjutnya dilakukan identifikasi sumber terjadinya
varians dengan menelusur varians tersebut hingga level managjemen paling
bawah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui unit spesifik mana yang
bertanggung jawab terhadap terjadinya varians sampai tingkat manajemen
yang paling bawah.

Anggaran pendapatan lebih besar dari pada realisasi, maka
selisihnya bersifat menurun dan kinerjanya tidak baik. Sedangkan dalam
pengeluaran/belanja jika anggaran lebih besar dari sesungguhnya yang
terjadi  (aktual), maka selishnya bersifaa menguntungkan dan
menunjukkan kinerjayang baik (Krisna Wahyu, 2006:30).

. Analisis Tingkat Kemandirian Pembiayaan, Tingkat Ketergantungan
dan Desentralisasi Fiskal.

Untuk mengukur kinerja keuangan dan kemandirian keuangan
pemerintah daerah dapat digunakan tiga pendekatan (Halim, 2002),
meliputi: tingkat kemandirian pembiayaan, tingkat ketergantungan dan
desentralisasi fiskal (Arifin, 2005:108).

1. Analisis Tingkat Kemandirian Pembiayaan
Ukuran ini digunakan untuk menguji tingkat kekuatan

kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota dalam membiayai



16

APBD setigp periode anggaran. Tingkat kemandirian pembiayaan
daerah diukur dengan dua buah kriteria yaitu kemampuan daerah
dalam pembiayaan dan kemampuan mobilisasi daerah (Arifin,
2005:108). Kemampuan daerah dalam pembiayaan diukur dengan
rasio Pendapatan Adli Daerah (PAD) terhadap jumlah Belanja Rutin
Non Pegawai (BRNP). Untuk kemampuan mobilisasi daerah
ditentukan dengan ukuran rasio Pajak Daerah (PD) terhadap
Pendapatan Adli daerah (PAD), atau secara singkat dapat dituliskan
dengan rumus sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Belanja Rutin Non Pegawai

Kema mpuan Pe mbia}'aan =

Pajak Derah
Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan Mobilisasi Daersh =

2. Tingkat Ketergantungan

Variabel ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan
daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Alat analisis
yang digunakan adalah dergjat otonomi fiskal yang menunjukkan
kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Dergjat otonomi fiskal diukur dengan mengukur rasio antara PAD
terhadap penerimaan APBD tanpa subsidi (Arifin, 2005:109). Secara
singkat tingkat ketergantungan dapat dituliskan dengan rumus sebagal

berikut;

Pendapatan Asli Daerah

Tingkat Ketergantungan =
- g o Penerimaan APBD tanpa Subsidi
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3. Desentralisasi Fiskal

Desentralisas  fiskal menunjukkan tingkat kewenangan dan
tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah, yaitu kabupaten/kota — untuk melaksanakan pembangunan. Hal
ini berarti pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah untuk
menyelenggarakan program-program regional, sehingga seluruh
tanggung jawab pengelolaan dan pembiayaan dilakukan oleh
pemerintah daerah. Tingkat desentralisasi fiskal diukur dengan
menggunakan rasio antara Pendapatan Adli Daerah terhadap total
penerimaan daerah. Secara singkat tingkat desentralisasi fiskal dapat
dituliskan dengan rumus sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah
Total Penerimaan Daerah

Tingkat Desentralisasi Fiskal =

3. Analisis Trend
Trend merupakan gerakan yang berjangka panjang, lamban dan
berkecenderungan berjalan menuju ke satu arah, arah menalk atau
menurun. Dengan kata lain trend merupakan rata-rata perubahan dalam
jangka panjang (Subagyo dan Jarwanto, 1996:86). Analisis trend
dirumuskan dengan formula sebagai berikut:

Y'=a+bX

a2y
n
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Keterangan :

Y’ = variabel kinerja keuangan pemerintah daerah
a= konstanta

b = koefisien regresi

X = waktu (tahun)

G. Penelitian Terdahulu
1. Nugroho (2003) mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah di
Kabupaten Sleman dengan mengguanakan analisis varians. Penelitian ini
yang pertama bertujuan untuk mengetahui penerapan PP 105 Tahun 2000
dan Kepmendagri 29/2002 pada pengukuran Kkinerja Pemerintah
Kabupaten Sleman. Y ang kedua untuk mengetahui apakah terdapat faktor-
faktor yang menyebabkan penyimpangan/perbedaan dalam pengukuran
kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai dengan PP 105
Tahun 2000 dan Kepmendagri 29/2000. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis varians yang digunakan untuk membandingkan
selisih/perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan dalam
laporan keuangan. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan
diperoleh kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten
Sleman dalam kondisi baik. Hasil analisis varians menunjukkan bahwa
jumlah pendapatan mengalami peningkatan secara total dan pada pos

belanja ditarik kesimpulan efisien.
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2. Nadeak (2003) menganalisis rasio Keuangan APBD untuk menilai kinerja
Pemerintah Daerah, studi kasus pada Kabupaten Maluku Tenggara
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui perkembangan tingkat
kemandirian dan perkembangan rasio efektivitas dan efisiensi pemungutan
PAD Kabupaten Maluku Tenggara untuk tahun anggaran 1998/1999-
2002. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data
kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian
masih sangat jauh dari yang diharapkan, rasio efektivitas pemungutan
PAD cenderung tidak efektif. Berdasarkan hasil analisis efisiens
menunj ukkan bahwa pemungutan PAD sudah efisien.

3. Muryani (2005) menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan
analisis keuangan laporan perhitungan APBD, penelitian dilakukan pada
Pemerintah Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perkembangan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman ditinjau dari rasio
kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, dan rasio pertumbuhan selama
tahun 2001-2003. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik
analisis data kuantitatif. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan
diperoleh kesimpulan bahwa kemandirian Pemerintah Kabupaten Sleman
yang diukur melalui PAD masih jauh dari yang diharapkan. Sedangkan
efektivitas dan efisiens pemungutan PAD sudah efektif dan efisien.
Pertumbuhan APBD dari tahun ke tahun cenderung mengalami

peningkatan kecuali dalam komponen belanja operasi dan pemeliharaan.
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4. Krisna Wahyu (2006) Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota
Yogyakarta dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan analisis
varians. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio
keuangan dan anadisis varians terhadap APBD. Hasil pendlitian
menunjukkan bahwa analisis rasio yang terdiri dari: rasio kemandirian
menunjukkan tingkat kemandirian Pemkot Yogyakarta untuk periode
2002-2003 masih sangat rendah dan menunjukkan pola hubungan
instruktif. Analisis rasio efektivitas Pemkot Y ogyakarta dalam memungut
Pendapatan Adli Daerahnya untuk periode 2002-2003 sudah efektif.
Analisis rasio efisiensi Pemkot Yogyakarta dalam pemungutan pajaknya
sudah efisien. Dari sisi kemampuan membayar hutangnya tahun anggaran
2003 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2002. Rasio pertumbuhan
APBD Pemkot Yogyakarta menunjukkan kinerja pertumbuhan APBD
positif meskipun kecenderungan pertumbuhannya semakin berkurang.
Berdasarkan hasil analisis varians terhadap APBD secara umum
menunjukkan kinerja APBD untuk tahun anggaran 2002 dan 2003 sudah

efektif baik dan efisien).



BAB I11

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus pada Pemerintah
Kabupaten Sleman, yaitu peneliti melakukan wawancara, observasi dan
dokumentas dalam mengumpulkan data. Data yang diperoleh kemudian
diolah dan dianalisis sehingga kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

B. Tempat dan Waktu Penelitian
a. Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sleman.
b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan padatanggal 24 April 2009 s/d 24 Juli 2009.

C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah semua orang yang
berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan yaitu :
a. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sleman.
b. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Sleman.

c. BPSKabupaten Sleman

21
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2. Objek Penelitian

1. Neraca Daerah tahun 2003-2007
Neraca daerah merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh
suatu entitas (Pemerintah Daerah) pada suatu periode tertentu.

2. Laporan Arus Kas tahun 2003-2007
Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan
posisi kas dalam suatu periode akuntansi.

3. Laporan Perhitungan Anggaran tahun 2003-2007
Laporan perhitungan anggaran adalah laporan yang menggambarkan
selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD awal periode

dengan jumlah yang telah direalisasi dalam APBD di akhir periode.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Dokumentasi
Dokumentas adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen dan
catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Observas
Melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional yang
terjadi, dengan harapan pendliti lebih mudah mengetahui kinerja yang

terjadi dalam pemerintah daerah yang diteliti.
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E. Teknik Analisis Data

1.

Memaparkan tentang laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman

untuk satu periode.

Melakukan analisis varians untuk membandingkan antara kinerja aktual

dengan yang dianggarkan. Hasil dari analisis ini kemudian dinyatakan

dalam bentuk prosentase yaitu: Realisasi : Anggaran X 100% .

Menarik kesimpulan dari analisis varians, yaitu:

a. Daam varians pendapatan apabila realisas lebih besar dibandingkan
dengan yang dianggarkan atau selisih antara realisasi dengan anggaran
adalah positif, maka selishnya bersifaa menguntungkan dan
menunjukkan kinerja yang baik. Sebaliknya apabila realisas lebih
kecil dibandingkan dengan yang dianggarkan atau selish antara
realisasi dengan anggaran adalah negatif, maka selisihnya bersifat
tidak menguntungkan dan menunjukkan kinerja yang tidak baik.
Apabila redlisas sama dengan yang dianggarkan, maka selishnya
sama dengan nol dan dikatakan efektif.

b. Dalam varians pengeluaran apabila realisasi lebih besar dibandingkan
dengan yang dianggarkan atau selisih antara realisasi dengan anggaran
adalah positif, maka selisihnya bersifat tidak menguntungkan dan
menunjukkan kinerja yang tidak baik. Sebaliknya, apabila realisas
lebih kecil dibandingkan dengan yang dianggarkan atau selisih antara
realisasi dengan anggaran adalah negatif, maka selisihnya bersifat

menguntungkan dan menunjukkan kinerja yang baik. Apabila realisasi
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sama dengan yang dianggarkan, maka selisihnya sama dengan nol dan

dikatakan efisien. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No | Uraian | Jumlah Jumlah | Varians | % | Kesimpulan
Anggaran | Realisas | (selisih)

1 2 3 4 5 6 7

4. Melakukan anadlisis redlisass APBD Kabupaten Sleman dengan
menggunakan 3 jenis pendekatan, yaitu:
a. Tingkat Kemandirian Pembiayaan
Diukur dengan dua buah kriteria, yaitu kemampuan daerah dalam
pembiayaan dan kemampuan mobilisasi daerah.

K emampuan Pembiayaan = Pendapatan Adli Daerah
Jumlah BelanjaRutin Non Pegawai

Kemampuan Mobilisasi Daerah = Pajak Derah
Pendapatan Adli Daerah

Andisis dilanjutkan dengan analisis trend untuk melihat
kecenderungan kemampuan pembiayaan daerah serta mobilisas
daerah selama tahun 2003 - 2007, dengan formula sebagai berikut:
Y’ =a+bX
Keterangan:
Y’ = kemampuan pembiayaan daerah/ mobilisas daerah di tahun t+1
a = konstanta
b =koefisien regres
X =waktu (tahun)
b. Tingkat Ketergantungan
Diukur dengan menggunakan dergjat otonomi fiskal yang

menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan adli
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daerahnya. Dergjat otonomi fiskal diukur dengan mengukur rasio
antara PAD terhadap penerimaan APBD tanpa subsidi.

Tingkat Ketergantungan = Pendapatan Adli Daerah
Penerimaan APBD tanpa Subsidi

Andisis dilanjutkan dengan analisis trend untuk melihat
kecenderungan tingkat ketergantungan daerah selama tahun 2003-
2007. Adapun formula analisis trend adalah sebagai berikut:
Y’ =a+bX
Keterangan:
Y’ =tingkat ketergantungan daerah di tahun t+1
a = konstanta
b =koefisenregres
X =waktu (tahun)
Desentralisasi Fiskal
Diukur dengan menggunakan rasio antara Pendapatan Adli Daerah
terhadap total penerimaan daerah.

Tingkat Desentralisasi Fiskal = Pendapatan Adli Daerah
Total Penerimaan Daerah

Andisis dilanjutkan dengan anaisis trend untuk mengetahui
kecenderungan tingkat desentralisasi fiskal selama tahun 2003-2007.
Adapun formula analisis trend adalah sebagai berikut:

Y’ =a+bX
Keterangan:
Y’ =tingkat desentralisasi fiska di tahun t+1
a = konstanta

b =koefisenregres
X = waktu (tahun)



BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

A. Sejarah Kabupaten Sleman

Berdasarkan Perda No. 12 tahun 1998, tertanggal 19 Oktober 1998
menetapkan tanggal 15 Mel tahun 1916 sebagai hari jadi Sleman. Di sini perlu
ditegaskan bahwa tanggal 15 Mel adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan
hari jadi Pemerintah Dati Il Sleman. Penegasan ini diperlukan mengingat
keberadaan Kabupaten Sleman yang sudah ada sebelum proklamasi
kemerdekaan tahun 1945, sebagai wujud lahirnya negara Indonesia modern
yang memunculkan Pemerintah Dati |1 Sleman.

Penentuan hari jadi Kabupaten Sleman dilakukan melalui penelaahan
berbagai materi dari berbagai sumber informasi dan fakta sgjarah. Adapun
dasar-dasar pertimbangan yang digunakan adalah usia penanaman yang paling
tua Keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman memiliki arti penting bagi
masyarakat dan pemerintah daerah untuk menetapkan jati diri, sebagai
landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan hari jadi ini
akan melengkapi identitas yang saat ini dimiliki Kabupaten Sleman.

Dalam perhitungan Almanak, hari jadi Kabupaten Sleman jatuh pada
hari Senin Kliwon, tangga 12 (dua belas) Reeb tahun Je 1846 Wuku
Wayang. Atas dasar perhitungan tersebut ditentukan surya sengkala
(perhitungan tahun Masehi) Rasa Manunggal Hanggatra Negara yang

memiliki arti Rasa = 6, Manunggal = 1, Hanggarata = 9, Negara = 1, sehingga

26
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terbaca tahun 1916. Sementara menurut perhitungan Jawa (Candra Sengkala)
hari jadi Kabupaten Sleman adalah Anggana Catur Salira Tunggal yang berarti

Anggana = 6, Catur = 4, Salira= 8, Tunggal = 1, sehingga terbaca tahun 1846.

B. Keadaan Fisik
1. Geografi
a. Letak Wilayah

Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai
107°15'03” sampa dengan 100°29'30” Bujur Timur dan 7°34’'51”
sampai dengan 7°47'03" Lintang Selatan. Di sebelah utara, wilayah
Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan
Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah timur
berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, di
sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi
Daerah Istimewa Y ogyakarta dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa
Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Y ogyakarta,
Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Propins Daerah

Istimewa Y ogyakarta.

b. Luas Wilayah
Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82
km2 atau sekitar 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km2. Jarak terjauh utara-selatan

wilayah Kabupaten Sleman 32 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat
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35 km. Dalam perspektif mata burung, wilayah Kabupaten Sleman
berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara.
Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah
kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun. Kecamatan dengan wilayah
paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit
adalah Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak
adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan

padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan).

c. Topografi, Geohidrologi, Klimatologi, dan Tata Guna Tanah
1) Topografi

Keadaan tanah Kabupaten Sleman di bagian selatan relatif
datar, kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan
Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Semakin ke
utara relatif miring dan di bagian utara sekitar lereng gunung
Merapi relatif terjal. Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman
berkisar antara 100 meter sampai dengan 2.500 meter di atas

permukaan laut (m dpl).

2) Geohidrologi
Kondisi geologi di Kabupaten Sleman didominasi dari
keberadaan gunung Merapi. Formasi geologi dibedakan menjadi
endapan vulkanik, sedimen, dan batuan terobosan, di mana

endapan vulkanik mewakili lebih dari 90% luas wilayah.
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Di Kabupaten Sleman terdapat sekitar 100 sumber mata air,
yang airnya mengalir ke sungai-sungai utama yaitu sungai
Boyong, Kuning, Gendol, dan Krasak. Di samping itu terdapat
anak-anak sungai yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di
samudera Indonesia. Di Kabupaten Sleman terdapat 4 jalur mata
air (springbelt) yaitu: jalur mata air Bebeng, jalur mata air
Sleman-Cangkringan, jalur mata air Ngaglik dan jalur mata air
Yogyakarta. Mata air ini telah banyak dimanfaatkan untuk

sumber air bersih maupun irigasi.

Klimatologi

Kondis iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman
termasuk tropis basah dengan curah hujan tinggi. Kondis
agroklimat di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa iklim di
wilayah Kabupaten Sleman pada umumnya cocok untuk
pengembangan sektor pertanian.
Tata Guna Tanah

Hampir setengah wilayah Kabupaten Sleman merupakan
tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di
bagian barat dan selatan. Proporsi penggunaan lahan meliputi

sawah, tegalan, pekarangan, dan lain-lain
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Karakteristik Wilayah

Berdasarkan karakteristik sumber daya, wilayah Kabupaten Sleman

terbagi menjadi empat wilayah, yaitu:

a Kawasan Lereng Gunung Merapi, dimula dari jaan yang

C.

menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan sampal
dengan Puncak Gunung Merapi. Wilayah ini kaya sumber daya air dan
potensi ekowisata yang berorientas pada aktivitas gunung Merapi dan
ekosistemnya.

Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, Kalasan, dan
Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi)
sebagai pusat wisata budaya dan daerah |ahan kering serta sumber bahan
batu putih.

Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi Perkotaan Y ogyakarta yang
meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan
Gamping. Wilayah ini cepat berkembang, merupakan pusat pendidikan,
industri, perdagangan dan jasa.

Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan
Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah dan penghasil bahan
baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu, dan gerabah (Sleman,

2006 Annual Report).
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Daya Tarik Kabupaten Sleman

1. Kota Pendidikan

Kabupaten Sleman memiliki atmosfer intelektual yang sangat kuat.
Pada tahun 2006, di Sleman terdapat 505 Sekolah Dasar dengan 85.088
siswa dan 5.466 guru, terdapat 120 Sekolah Lanjutan Pertama dengan
31.914 siswa dan 3.265 guru, serta 96 Sekolah Lanjutan Atas dengan
27.403 siswa dan 3.416 guru.

Lebih dari 135.000 orang mahasiswa belgjar di 5 Perguruan Tinggi
Negeri dan 37 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di wilayah Sleman
dengan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang lengkap dan modern.
Perguruan tinggi di Kabupaten Sleman berorientasi pada pembentukan
intellectual skill, communications skill, dan interpersonal skill untuk
menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki etos kerja
profesional.

Di Sleman tersedia zona dan fasilitas pembangunan kampus yang
dapat mendukung proses belgjar mengajar seperti student housing,
auditorium, fasilitas olah raga indoor/outdoor, jaringan infrastruktur, dan

utilitas.

. Pariwisata

Daya tarik pariwisata Kabupaten Sleman merupakan perpaduan
antara paronama alam yang kuat dengan kebudayaan dan sgarah

kepurbakalaan. Wisata alam Kabupaten Sleman terpusat pada
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keberadaan gunung Merapi (2.996 m) sebagai sumber inspirasi. Banyak
variasi wisata diciptakan di kawasan Lereng Gunung Merapi yang
berudara sgjuk, seperti lapangan golf, taman rekreasi, panjat tebing,
tracking tour, lava tour, dan sebagainya. Tersedia pula restoran alam,
villa, tour wisata alam, wisata pedesaan, dan lain-lain. Obyek wisata
yang tersedia meliputi: wisata alam 5 lokas, wisata budaya 9 lokas,
wisata agro 4 lokasi, wisata desa 30 lokasi, wisata pendidikan 5 lokasi,
dan wisata sgjarah 11 lokasi.

Selain itu, Merapi mempunyai nilai magis dalam budaya jawa yang
meyakini adanya garis lurus imaginer dari laut selatan menuju Puncak
Gunung Merapi yang melewati Kraton Y ogyakarta (The imaginary Line
of Jogjakarta). Akulturas agama Islam dan Hindu ke dalam budaya
Jawa telah melahirkan lebih dari 30 seni tradisiona dan 11 macam
upacara adat.

Di sis barat wilayah Sleman terdapat sentra kergjinan dan mebel
bambu. Di sisi timur, terdapat 11 obyek wisata purbakala berupa candi,
yang terbesar adalah Candi Prambanan. Secara periodik, ketika bulan
purnama, di pelataran candi Prambanan digelar pentas sendratari

Ramayana.

. Peluang Investasi
Prospek berinvestasi di Kabupaten sangat baik hampir di semua
sektor perekonomian. Lahan pertanian yang subur masih tersedia luas

dengan irigasi yang cukup, sangat baik untuk pengembangan usaha
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bidang agribisnis, perkebunan, dan perikanan. Lahan yang kurang
produktif untuk pertanian juga masih tersedia cukup luas, siap
dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan, industri, properti, pendidikan
dan lain-lain.

Banyaknya penduduk Sleman yang hampir mencapai satu juta jiwa
dengan pendapatan perkapita lebih dari 8,3 juta per tahun, dan lebih dari
47% diantaranya berpendidikan menengah ke atas, merupakan pasar
produk sekaligus sumber tenaga kerja terdidik yang potensial.
Tersedianya infrastuktur yang cukup akan memudahkan pengadaan
bahan baku, barang modal, energi, serta memudahkan pemasaran.

Peluang investasi juga terbuka lebar untuk usaha kergjinan dan
industri pengolahan, khususnya untuk pangsa ekspor, usaha di bidang
pariwisata, perhotelan, restoran, transportasi, jasa keuangan dan jasa

lainnya.

E. Kondisi Ekonomi
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten sleman
mengalami kenaikan 11,30% dari Rp 7,67 triliun tahun 2005 menjadi Rp
8,54 triliun tahun 2006. Untuk periode yang sama, PDRB atas harga
konstan tahun 2000 (ADHK 2000) meningkat 4,66% dari Rp 5,08 triliun

tahun 2005 menjadi Rp 5,32 triliun tahun 2006.



Upaya peningkatan PDRB Kabupaten Sleman terus diupayakan
melalui peningkatan produktivitas sumber daya manusia, pemanfaatan
teknologi, perbaikan iklim investasi, dan peningkatan infrastruktur
perekonomian. Titik-titik dan jenisjenis usaha sebagai generator
pertumbuhan ekonomi terus ditumbuhkan, difasilitas dan dipelihara,
bukan hanya untuk meningkatkan volume melainkan juga kualitas dan

kecepatan transaksi kegiatan perekonomian di Kabupaten Sleman.

2. PDRB Perkapita

PDRB perkapita menurut harga berlaku (ADHB) Penduduk
Sleman tahun 2006 sebesar Rp 8,4 juta, naik 8,43% dibandingkan tahun
2005. Sedangkan PDRB perkapita menurut harga konstan (ADHK 2000)
pada tahun 2006 sebesar Rp 5,4 juta, mengalami kenaikan 4,80%
dibandingkan tahun 2005. Dengan besaran pendapatan perkapita
tersebut, diyakini permintaan efektif terhadap produk akan cukup tinggi
sehingga mampu menjadi trigger pertumbuhan kembali sektor riil,
sekaligus membuka peluang peningkatan investass melalui akumulasi

tabungan masyarakat.

3. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman pada tahun 2006
mencapal 4,66%, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,03%
pada tahun 2005. Penyebab utama penurunan tersebut adalah

terganggunya kegiatan perekonomian akibat bencana alam gempa bumi
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tektonik pada bulan Mel 2006 dan Erupsi Gunung Merapi pada bulan

Juni 2006.

4. Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Sleman tahun 2006, memperkirakan besarnya belanja mencapai Rp
716,7 milyar sedangkan besarnya pendapatan mencapai Rp 654,3 milyar
sehingga terjadi defisit sebesar Rp 62,4 milyar. Dalam realisasinya,
pendapatan daerah mencapai Rp 702,9 milyar yang terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 90,7 milyar (12,9%) dan
Dana Perimbangan sebesar Rp 612,2 milyar (87,1%). Di sisi lain,
realisasi belanja daerah mencapai Rp 609,8 milyar (21,9%) dan Belanja
Pelayanan Publik Rp 476,2 milyar (78,1%). Dengan demikian, pada
akhir tahun anggaran 2006 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran
tahun lalu sebesar Rp 93,1 milyar (15,3%). Dibandingkan tahun 2005,
PAD tahun 2006 meningkat sebesar Rp 12,8 milyar (16,4%), Dana
Perimbangan meningkat Rp 169,6 milyar (38,3%), dan Pendapatan

Daerah meningkat Rp 182,4 milyar (35,1%).

5. Stuktur Perekonomian Daerah
Empat sektor pendukung utama perekonomian di Kabupaten
Sleman pada tahun 2006 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran
(21,59%); sektor jasarjasa (17,62%); sektor pertanian (17,11%); dan

sektor industri pengolahan (16,42%). Kontribusi sektor primer menurun
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dari 17,85% pada tahun 2005 menjadi 17,47% tahun 2006, kontribusi
sektor sekunder meningkat dari 27,45% menjadi 27,63%, dan kontribusi

sektor tersier meningkat dari 54,70% menjadi 54,90%.

6. Investasi

Penanaman moda di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun
2006 meliputi investas PMA sebanyak 38 unit usaha dengan nilai
investas sebesar US$ 149,4 juta dan menyerap tenaga kerja 6.243 orang.
Investass PMDN 38 unit usaha dengan nilai investas sebesar Rp 355,2
milyar dan menyerap tenaga kerja 9.438 orang. Investas non-fasilitas
sebanyak 25.653 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp 1.450,8
milyar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 192.544 orang. Nila tota
investas pada tahun 2006 sebesar Rp 3.150,78 milyar, naik 0,99%

dibanding tahun 2005.

7. Pertanian
Produktivitas pada sawah pada tahun 2006 rata-rata mencapai
57,48 Kw/Ha gabah kering giling (GKG), meningkat 0,33 Kw/Ha
dibanding produktivitas tahun 2005. Dengan luas panen 43.994 hektar,
diperoleh produks 251.649 ton GKG yang memberikan surplus beras
90.063 ton atau 8,06% lebih tinggi dibanding surplus beras tahun 2005.
Dalam upaya mendukung berkembangnya usaha perikanan,
dibangun 2 buah Balai Benih Ikan (BBI) yaitu di Rewulu dan Ngemplak,

serta pemantapan petani pembenih ikan. Luas lahan perikanan
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meningkat 13%, sedangkan produksi ikan konsumsi mencapai 6.458,39
ton (meningkat 32,40%) dan produksi benih ikan mencapai 427.441.200
ekor (meningkat 35,53%). Rata-rata konsums ikan masyarakat pada

tahun 2006 mencapai 20,3 kg/kapita.

F. Kondisi Sosial Budaya
1. Kependudukan

Selama periode tahun 2003-2006 banyaknya penduduk Kabupaten
Sleman bertambah 30.847 orang yaitu dari 884.776 orang pada akhir tahun
2003 menjadi 915.623 orang pada akhir tahun 2006, atau rata-rata
pertahun meningkat sebesar 1,15%. Selama 4 tahun, penduduk yang
datang sebanyak 30.889 orang, sehingga terjadi migras masuk netto
sebanyak 20.311 orang.

Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar
1,45% karena tingginya angka migrasi netto yang mencapai 6.559 jiwa,
sementara selama periode tahun 2003-2006 rata-rata angka migrasi netto
hanya 5.078 jiwa. Pada tahun 2005 lgju pertumbuhan penduduk sebesar
1,17%, sedangkan pada tahun 2006 lgju pertumbuhan penduduk sebesar

1,11%.

2. Ketenagakerjaan
Penduduk usia kerja di Kabupaten Sleman meningkat rata-rata 2,00%
per tahun yaitu dari 792.013 orang pada tahun 2002 menjadi 871.121

orang pada tahun 2006. Tingkat pengangguran terbuka, yaitu rasio antara
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mereka yang mencari kerja dan angkatan kerja, pada tahun 2006 tercatat
10,06%.

Selama periode tahun 2002-2006, banyaknya penduduk usia kerja di
Kabupaten Sleman bertambah dari 792.013 jiwa menjadi 871.121 jiwa
atau bertambah sebanyak 79.108 jiwa, sedangkan banyaknya angkatan
kerja meningkat dari 480.627 jiwa menjadi 514.469 jiwa atau bertambah
sebanyak 33.842 jiwa. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja mengalami sedikit penurunan dari 60,68% pada tahun 2002 menjadi
59,06% pada tahun 2006.

Tiga sektor perekonomian yang secara proporsional menyerap tenaga
kerja paling banyak pada tahun 2006 adalah sektor jasa-jasa (25,60%),
perdagangan (22,88%), dan pertanian (21,61%). Perusahaan yang telah
menerapkan UMP sebanyak 46 perusahaan (95%) dari 48 perusahaan,
perselishan perburuhan diselesaikan 66 kasus (80,95%) dari 69 kasus,
keselamatan dan kesehatan kerja (K 3) sebesar 55%.

Bala Latihan Kerja (BLK) Sleman berperan penting dalam
meningkatkan kualitas pencari kerja melalui penyelenggaraan berbagai
pelatihan institusional maupun non-institusional. Pelatihan yang diberikan
meliputi: kgluruan otomotif, listrik, teknologi mekanik, bangunan, aneka
kejuruan, tata niaga, dan pertanian.

Pada tahun 2006, animo pelatihan BLK Sleman sebanyak 1.346 orang
dan berhasil dididik sebanyak 556 orang (41,31%). Penyerapan lulusan

pasca pendidikan dan pelatihan pada tahun 2006 mencapai 56%.
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Kesenian dan Kebudayaan

Organisasi kesenian yang ada di Kabupaten Sleman pada tahun 2006
sebanyak 887 kelompok terdiri dari kelompok tari 274 kelompok, musik
492 kelompok, sastra 11 kelompok, teater tradisional 45 kelompok, lawak
1 kelompok, wayang kulit 43 kelompok, wayang orang 8 kelompok,
wayang klitik 1 kelompok, wayang sembung 1 kelompok, dan drama tari
11 kelompok.

Peninggalan sejarah dan nilai tradisional berupa bangunan perjuangan
1 buah, bangunan candi/situs 68 buah, gua sgjarah 4 buah, makam untuk
Ziarah 4 buah, magjid peninggalan 4 buah, peninggalan pesanggrahan 2
buah, museum 9 buah, dan kegiatan upacara adat 11 jenis.

Dalam rangka mengembangkan dan melestarikan kebudayaan telah
dibentuk 12 desa budaya dan 7 desa wisata, serta ditetapkan 2 kawasan
cagar budaya yaitu Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, dan Desa

Bokoharjo, Kecamatan Prambanan.

Agama

Pada tahun 2006, pemeluk agama Islam di Kabupaten Sleman
sebanyak 826.209 jiwa, Katolik 52.277 jiwa, Kristen 25.614 jiwa; Hindu
1.176 jiwa, dan Budha 652 jiwa. Kehidupan intern umat dan antar agama
di Kabupaten Sleman berlangsung dalam kondisi rukun dan damai. Sarana
ibadah yang ada berupa masjid 1.838 buah, mushola 510 buah, langgar
1.040 buah, gergja Katolik 52 buah, kapel 21 buah, gereja Kristen 63 buah,

rumah kebaktian 10 buah, pura 2 buah, dan vihara 3 buah. Selain itu
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terdapat 108 pondok pesantren dengan jumlah sntri 14.317 orang, TKA 26
unit, Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) 775 buah, penyuluh agama
Islam 420 orang, ulama 345 orang, khotib 1.811 orang, mubaligh 2.213

orang, dan mubalighot 73 orang.

G. Pemerintahan

Sejak melaksanakan otonomi daerah yang luas pasca reformasi nasional
terutama dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah, organisass Pemerintah Kabupaten Sleman telah
mengalami perubahan sebanyak dua kali. Pertama, berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2001 organisasi perangkat daerah terdiri dari 2
Sekretariat, 7 dinas, 4 badan, 3 kantor, dan 17 kecamatan. Pembentukan
organisasi itu merupakan perubahan 22 dinas, 1 badan, 1 kantor yang dibentuk
pada tahun 1995 sebagai implementass percontohan otonomi daerah
berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Kedua, berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 organisasi perangkat daerah diubah
menjadi 2 sekretariat, 9 dinas, 6 badan, 6 kantor, dan 17 kecamatan. Di
samping itu, tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan juga dijalankan oleh
86 pemerintah desa yang karena berdasarkan asal-usul pembentukannya
memiliki otonomi asli dan mengelola sumber-sumber keuangan dan aset
tersendiri.

Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2005

sebanyak 12.936 orang dengan komposisi menurut tingkat pendidikan yaitu:
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SD 289 orang (2,23%) SLTP 513 orang (3,97%) SLTA 3.820 orang
(29,53%) D1-D3 4.187 orang (32,37%) D4,S1, dan S2 4.127 orang (31,90%).
Sebagal arah dan pedoman pembangunan daerah Kabupaten Sleman telah
ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2006-2025
yang diatur dalam Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2005 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPIJM) Tahun 2005-2010 yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 14/Per.Bup/2005. Dasar filosofi
pembangunan daerah Kabupaten Sleman adalah “Gemah Ripah Loh Jinawi
Tata Tentrem Kerta Raharja’. Implementasi filosofi pembangunan juga
diwujudkan dalam slogan pembangunan desa terpadu “Sleman Sembada’.
Sembada merupakan singkatan dari sehat; elok; dan edi; makmur dan merata;
bersih dan berbudaya;, aman dan adil. Vis pembangunan daerah adalah
“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang sejahtera, demokratis, dan
berdaya saing”. Mis yang diemban adalah mewujudkan tata pemerintahan
yang baik, meningkatkan kesgahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas

hidup masyarakat, meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis.



BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Varians Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman
Periode Tahun 2003 - 2007
1. Analisis Varians APBD Tahun 2003
Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians terhadap APBD tahun
anggaran 2003 dapat diketahui bahwa pos pendapatan terdapat varians
sebesar Rp. 28.706.870.218,10 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan.
Pos pendapatan ini terdiri dari pos pendapatan asli daerah, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada pos pendapatan adli
daerah yang terdiri dari pos pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain
pendapatan diperoleh kesimpulan menguntungkan yaitu dengan varians
sebesar Rp. 9.478.550.677,69. Namun pada pos bagian laba badan usaha
daerah terdapat varians minus Rp. 191.940.784,40 sehingga diperoleh
kesimpulan tidak menguntungkan. Pos dana perimbangan yang terdiri dari
pos bagi hasil bukan pajak, dana alokas umum, dana alokasi khusus, dan
dana perimbangan dari propins terdapat varians sebesar Rp.
9.394.533.971,41 dan diperoleh kessmpulan menguntungkan. Dalam pos
dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak terdapat varians antara
realisasi dengan yang dianggarkan sehingga diperoleh kesimpulan efektif.
Pos lain-lain pendapatan yang sah terdapat varians sebesar Rp.

9.833.785.569,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan.

42



Pos belanja dibagi menjadi dua, yaitu belanja aparatur daerah dan
belanja pelayanan publik. Pos belanja aparatur daerah terdiri dari beberapa
pos, yaitu: belanja admistrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan
belanja modal. Pos belanja admistrasi umum terdiri atas belanja
pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan
belanja pemeliharaan terdapat varians sebesar Rp. 1.716.209.085,88 dan
kesimpulannya adalah menguntungkan. Pos belanja operasi pemeliharaan
yang terdiri atas belanja pegawai/personaia, belanja barang dan jasa,
belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan terdapat varians sebesar
Rp. 2.744.903.527,05 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos
belanja modal terdapat varians minus Rp. 26.460.622.030,98 dan
kesimpulannya adalah tidak menguntungkan.

Pos belanja pelayanan publik terdiri atas pos belanja admistrasi umum,
belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan
bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Pos belanja admistrasi
umum terdiri atas pos belanja pegawai/personalia, belanja barang, belanja
perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan terdapat varians sebesar Rp.
13.929.545.155,50 dan kesimpulannya adalah menguntungkan. Pos belanja
operasi dan pemeliharaan terdiri atas pos belanja pegawai/personalia,
belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan terdapat
varians sebesar Rp. 879.568.175,80 dan kesmpulannya adalah
menguntungkan. Pos belanja bagi hasil dan bantuan keuangan terdapat

varians  sebesar Rp. 570.138.085,00 kesimpulannya adalah



menguntungkan. Pos belanja tak tersangka terdapat varians sebesar Rp.
2.883.127.281,96 dan kesimpulannya adalah menguntungkan.

Pos pembiayaan terdiri dari pos penerimaan daerah dan pengeluaran
daerah. Pos penerimaan daerah yang terdiri dari atas sisa perhitungan
anggaran tahun lalu tidak terdapat varians antara realisas dengan yang
dianggarkan sehingga diperoleh kesimpulan efektif. Pos pengeluaran
daerah yang terdiri atas sisa lebih perhitungan tahun berjalan ini tidak

dianggarkan tetapi dalam realisas ada.

. Analisis Varians APBD Tahun 2004

Pos pendapatan terdiri atas pos pendapatan asli daerah, dana
perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pada pos pendapatan adli
daerah terdapat varians sebesar Rp. 6.193050.526,77 dan secara umum
diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos pendapatan asli daerah ini
terdiri dari pos pajak daerah, retribus daerah, bagian laba badan usaha
daerah, dan lain-lain pendapatan. Namun pada pos lain-lain pendapatan
diperoleh kesimpulan tidak menguntungkan, yaitu dengan varians sebesar
Rp. 659.366.317,84. Pos dana perimbangan yang terdiri dari pos bagi hasi
bukan pajak, dana alokasi umum, dana aokas khusus, dan dana dari
propinsi diperoleh kesimpulan menguntungkan dengan varians sebesar Rp.
16.140.112.236,41. Dalam pos dana alokasi khusus diperoleh kesimpulan
efektif karena tidak ada selish antara realisas dengan yang dianggarkan

yaitu sebesar Rp. 9.480.000.000,00. Pos lain-lain pendapatan yang sah
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diperoleh kesimpulan menguntungkan dengan varians sebesar Rp.
9.877.436.860,00.

Pos belanja terdiri atas belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan
publik. Pos belanja aparatur daerah ini terdiri dari pos belanja administrasi
umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pada pos
belanja admistrasi umum terdapat varians sebesar Rp. 21.454.807.472,67
dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri dari belanja
pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan
belanja pemeliharaan. Pos belanja operasi dan pemeliharaan diperoleh
kesimpulan menguntungkan dengan varians sebesar Rp. 4.350.652.174,00.
Pos ini terdiri atas pos belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa,
belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Pos belanja modal juga
diperoleh kesimpulan menguntungkan dengan varians sebesar Rp.
844.285.523,58.

Pos belanja pelayanan publik terdiri dari pos belanja administrasi
umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil
dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Pada pos belanja
administrass umum terdapat varians sebesar Rp. 7.280.962.054,60 dan
diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdari atas pos belanja
pegawai/personalia, belanja barang, belanja perjalanan dinas dan belanja
pemeliharaan. Pos belanja operasi dan pemeliharaan diperoleh kesimpulan
menguntungkan dengan varians sebesar Rp. 1.406.321.433,25. Pos ini

terdiri atas pos belanja pegawai/personalia, belanja barang, belanja
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perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Pos belanja modal terdapat
varians sebesar Rp. 5.529.988.641,00 dan diperolen kesimpulan
menguntungkan. Pos belanja bagi hasil dan bantuan keuangan diperoleh
varians sebesar Rp. 348.238.141,00 dan diperoleh kesimpulan
menguntungkan. Pos belanja tak tersangka diperoleh varians sebesar Rp.
267.445.694,68 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan.

Pos pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran
daerah. Pada pos penerimaan daerah terdapat varians sebesar Rp.
26.167.794.486,55 dan diperoleh kesimpulan tidak menguntungkan. Pos ini
terdiri atas sisa perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman
obligasi, dan pengembalian penguatan modal dinas perhutanan dan
P2KPM. Pada pos sisa perhitungan anggaran tahun lalu terdapat varians
sebesar Rp. 28.241.363,45 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan.
Pada pos penerimaan pinjaman obligasi tidak dapat diambil kesimpulan
dari andliss varians karena dalam redlisas tidak terjadi transaksi
penerimaan sedangkan dalam anggaran telah dianggarkan sebesar Rp.
28.300.000.000,00. Pada pos pengembalian penguatan moda dinas
perhutanan dan P2KPM juga tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis
varians karena dalam anggaran tidak ada namun dalam realisasinya ada
transasksi penerimaan sebesar Rp. 1.653.964.150,00.

Pos pengeluaran daerah terdapat varians sebesar Rp.
47.075.504.271,41 dan diperolen kesimpulan tidak menguntungkan.

Varians sebesar Rp. 47.075.504.271,41 ini hampir sembilan kali lipat atau
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897,56% dari selish antara redlisas dengan yang dianggarkan. Pos
pengeluaran daerah ini terdiri atas sisa perhitungan tahun berjalan,
penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, piutang
PSS, dan piutang sekretariat. Pada pos sisa perhitungan tahun berjalan
tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians karena dalam anggaran
tidak ada namun dalam realisasinya terjadi transaksi pengeluran daerah
sebesar Rp. 42.851.956.277,01. Pada pos penyertaan modal diperoleh
kesimpulan efisien karena tidak ada varians antara realisasi dengan yang di
anggarkan. Pos pembayaran utang pokok yang jatuh tempo terdapat varians
sebesar Rp 5,60 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pada pos
piutang PSS tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians karena
dalam anggaran tidak dianggarkan namun dalam realisasinya terjadi
transasksi pengeluaran daerah sebesar Rp. 3.660.898.000,00. Pos piutang
sekretariat juga tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians karena
dalam anggaran tidak dianggarkan namun dalam realisasinya terjadi

transaksi pengeluaran daerah sebesar Rp. 552.650.000,00

. Analisis Varians APBD Tahun 2005

Pos pendapatan terdiri atas pos pendapatan asli daerah, dana
perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada pos pendapatan adli
daerah terdapat varians sebesar Rp. 11.393.061.285,20 dan diperoleh
kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas pos pajak daerah, retribusi

daerah, bagian laba badan usaha daerah, dan lain-lain pendapatan. Pos dana



perimbangan terdapat varians sebesar Rp. 21.256.902.174,84 dan diperoleh
kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas pos bagi hasil bukan pajak,
dana alokasi umum, dana aokasi khusus, dan dana perimbangan dari
propinsi. Pada pos dana alokasi umum dan adana alokasi khusus diperoleh
kesimpulan efektif karena tidak terdapat selish antara realisasi dengan
yang dianggarkan. Pos lain-lain pendapatan yang sah juga diperoleh
kesimpulan menguntungkan dengan varians sebesar Rp. 3.000.000.000.

Pos belanja terdiri atas belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan
publik. Pos belanja aparatur daerah ini terdiri dari pos belanja administrasi
umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pada pos
belanja admistrasi umum terdapat varians sebesar Rp. 24.215.574.803,43
dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri dari belanja
pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan
belanja pemeliharaan. Pos belanja operasi dan pemeliharaan diperoleh
kesimpulan menguntungkan dengan varians sebesar Rp. 6.977.368.170,90.
Pos ini terdiri atas pos belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa,
belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Pos belanja modal
terdapat varians sebesar Rp. 2.325.047.100,00 dan diperoleh kesmpulan
menguntungkan.

Pos belanja pelayanan publik terdiri dari pos belanja administrasi
umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil
dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Pada pos belanja

administrasi umum terdapat varians sebesar Rp. 17.382.045.442,00 dan
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diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdari atas pos belanja
pegawai/personalia, belanja barang, belanja perjalanan dinas dan belanja
pemeliharaan. Pos belanja operasi dan pemeliharaan diperoleh kesimpulan
menguntungkan dengan varians sebesar Rp. 2.979.061.100,00. Pos ini
terdiri atas pos belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja
perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Pos belanja modal terdapat
varians sebesar Rp. 6.758.071.001,00 dan diperolen kesimpulan
menguntungkan. Pos belanja bagi hasil dan bantuan keuangan diperoleh
varians sebesar Rp. 2.568.628.502,50 dan diperolen kesimpulan
menguntungkan. Pos belanja tak tersangka diperoleh varians sebesar Rp.
2.104.438.013,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan.

Pos pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran
daerah. Pada pos penerimaan daerah terdapat varians sebesar Rp.
49.625.632.597,99 dan diperoleh kesimpulan tidak menguntungkan. Pos ini
terdiri atas sisa perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman,
penerimaan piutang, dan pengembalian penguatan modal. Pada pos sisa
perhitungan anggaran tahun lalu tidak terdapat varians antara realisasi
dengan yang dianggarkan sehingga diperoleh kesimpulan efektif. Pada pos
penerimaan pinjaman tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians
karenatidak dianggarkan. Pada pos penerimaan piutang dan pengembalian
penguatan modal juga tidak dapat dilakukan analisis varians karena tidak

dianggarkan.
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Pada pos pengeluaran daerah terdapat varians sebesar Rp.
51.642.559.994,88 dan diperoleh kesimpulan tidak menguntungkan.
Varians sebesar Rp. 51.642.559.994,88 ini lebih dari tujuh kali lipat atau
706,12% dari selish antara redlisas dengan yang dianggarkan. Pos
pengeluaran daerah ini terdiri atas sisa perhitungan tahun berkenan,
penguatan modal, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh
tempo, piutang PSS, dan piutang sekretariat. Pada pos sisa perhitungan
tahun berjalan tidak dapat diambil kessmpulan dari analisis varians karena
dalam anggaran tidak ada namun dalam realisasinya terjadi transaksi
pengeluran daerah sebesar Rp. 51.689.560.066,48. Pada pos penguatan
modal terdapat varians sebesar Rp. 47.000.000,00 dan diperoleh
kesimpulan menguntungkan. Pada pos penyertaan modal diperoleh
kesimpulan efisien karena tidak ada varians antara realisasi dengan yang
dianggarkan. Pos pembayaran utang pokok yang jatuh tempo terdapat
varians sebesar Rp 71,60 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pada
pos piutang PSS tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians
karena baik dalam anggaran maupun realisasisnya tidak ada. Pos piutang
sekretariat juga tidak diambil kesimpulan dari analisis varians karena baik

dalam anggaran maupun realisasinya tidak ada.
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4. Analisis Varians APBD Tahun 2006

Pos pendapatan terdiri atas pos pendapatan asli daerah, dana
perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada pos pendapatan adli
daerah terdapat varians sebesar Rp. 14.917.774.787,40 dan diperoleh
kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas pos pajak daerah, retribusi
daerah, bagian laba badan usaha daerah, dan lain-lain pendapatan. Pos dana
perimbangan terdapat varians sebesar Rp. 33.722.485.636,89 dan diperoleh
kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas pos bagi hasil bukan pajak,
dana alokasi umum, dana aokasi khusus, dan dana perimbangan dari
propinsi. Pada pos dana alokasi umum diperoleh kesimpulan efektif karena
tidak terdapat selisih antara realisas dengan yang dianggarkan. Pos lain-
lain pendapatan yang sah tidak dapat diambil kesmpulan dari analisis
varians karena tidak ada dalam anggaran maupun realisasinya.

Pos belanja terdiri atas belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan
publik. Pos belanja aparatur daerah ini terdiri dari pos belanja administrasi
umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pada pos
belanja admistrasi umum terdapat varians sebesar Rp. 30.554.502.195.,26
dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri dari belanja
pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan
belanja pemeliharaan. Pos belanja operasi dan pemeliharaan diperoleh
kesimpulan menguntungkan dengan varians sebesar Rp. 8.269.835.441,14.
Pos ini terdiri atas pos belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa,

belanja perjaanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Pada pos belanja
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perjalanan dinas diperoleh kesimpulan efisien karena tidak terdapat varians
antara anggaran dengan realisasinya. Pos belanja modal terdapat varians
sebesar Rp. 2.325.047.100,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan.

Pos belanja pelayanan publik terdiri dari pos belanja administrasi
umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil
dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Pada pos belanja
administrasi umum terdapat varians sebesar Rp. 27.229.906.336,66 dan
diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas pos belanja
pegawai/personalia, belanja barang, belanja perjalanan dinas dan belanja
pemeliharaan. Pos belanja operasi dan pemeliharaan diperoleh kesimpulan
menguntungkan dengan varians sebesar Rp. 4.309.542.837,00. Pos ini
terdiri atas pos belanja pegawai/personalia, belanja barang, belanja
perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan. Pos belanja modal terdapat
varians sebesar Rp. 29.635.825.796,99 dan diperoleh kesimpulan
menguntungkan. Pos belanja bagi hasil dan bantuan keuangan diperoleh
varians sebesar Rp. 3.287.822.394,00 dan diperolen kesmpulan
menguntungkan. Pos belanja tak tersangka diperoleh varians sebesar Rp.
251.582.618,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan.

Pos pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran
daerah. Pada pos penerimaan daerah terdapat varians sebesar Rp.
20.077.257.366,52 dan diperoleh kesimpulan tidak menguntungkan. Pos ini
terdiri atas sisa perhitungan anggaran tahun lalu dengan varians sebesar Rp.

1.746.784,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan serta penerimaan
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pinjaman yang tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians karena
tidak ada dalam realisasinya. Pada pos pengeluaran daerah diperoleh
kesimpulan efisien karena tidak terdapat varians antara anggaran dengan
realisasinya. Pos ini terdiri atas penguatan modal, penyertaan modal, dan

pembayaran utang pokok yang jatuh tempo.

. Analisis Varians Tahun 2007

Pos pendapatan secara umum diperoleh kesimpulan menguntungkan
dengan varians sebesar Rp. 49.287.757.772,00. Pos pendapatan ini terdiri
atas pendapatan asli daerah, pendanaan transfer, dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah. Pada pos pendapatan asli daerah terdapat varians sebesar
Rp. 25.760.102.001,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini
terdiri atas pendapatan pagak daerah, pendapatan retribusi daerah,
pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-
lain PAD yang sah. Pos pendanaan transfer ada dua macam, yaitu transfer
pemerintah pusat atau dana perimbangan dan transfer pemerintah propinsi.
Pada pos transfer pemerintah pusat terdapat varians sebesar RP.
11.879.820.961,00 dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini
terdiri atas dana bagi hasil pajak dan non-pajak, dana alokas umum, dana
aloks khusus, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan
keuangan dari pemerintah pusat untuk pendidikan. Pada pos bantuan
keuangan dari pemerintah pusat untuk pendidikan tidak dapat diambil
kesimpulan dari analisis varians karena dalam anggaran tidak ada tetapi

dalam realisasinya ada bantuan sebesar Rp. 5.613.532.600,00. Pos transfer



pemerintah propins terdapat varian sebesar Rp. 7.476.431.700,00 dan
diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas dana bagi hasil
pajak dari propinsi dan pemda lain, dan bantuan dari propins atau pemda
lain. Pos lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak dapat diambil
kesimpulan dari analisis varians tidak ada dalam rencana anggaran, namun
dalam readlisasinya ada. Pos ini terdiri atas pendapatan hibah dan
kompensasi pajak penghasilan.

Pos belanja terdapat varians sebesar Rp. 144.462.329.958,50 dan
diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas belanja operasi
belanja modal dan belanja tak terduga. Pada pos belanja operasi terdapat
varians sebesar Rp. 92.885.449.207,48 dan diperoleh kesimpulan
menguntungkan. Pos ini terdiri atas belanja pegawai/personalia, belanja
barang, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja bantuan social. Pos
belanja modal terdapat varians sebesar Rp. 43.673.578.761,02 dan
diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas belanja tanah;
belanja peralatan dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja jalan,
irigasi, dan bangunan; dan belanja asset tetap lainnya. Pos belanja tak
terduga tidak dapat diambil kesimpulan dari analisis varians karena dalam
rencana anggaran ada namun dalam redlisasinya dana tersebut tidak
digunakan.

Pos trsansfer terdapat varians sebesar Rp. 262.299.158,96 dan

diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas belanja bagi
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hasil kepada pemerintah propinsi/kabupaten/desa dan belanja bantuan
keuangan kepada pemerintah propinsi/kabupaten/desa.

Pos pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan
pengeluaran pembiayaan daerah. Pada pos penerimaan pembiayaan daerah
terdapat varian sebesar Rp. 1.750.823.197,00 dan diperoleh kesimpulan
menguntungkan. Pos ini terdiri atas penggunaan SILPA dan penerimaan
kembali pinjaman daerah. Pos penggunaan SILPA diperoleh kesimpulan
efektif karena tidak terdapat varians antara anggaran dengan realisasi. Pos
penerimaan kembali pinjaman daerah tidak dapat diambil kesimpulan dari
analisis varians karena tidak ada dalam rencana anggaran namun dalam
redlisasinya terjadi penerimaan sebesar Rp. 1.750.823.200,00. Pos
pengeluaran pembiayaan daerah terdapat varians sebesar Rp. 255.071,60
dan diperoleh kesimpulan menguntungkan. Pos ini terdiri atas penyertaan
modal (investasi) pemda, pembayaran pokok pinjaman ke pemerintah
pusat, pemberian pinjaman daerah, dan restitusi pgak. Pada pos
penyertaan modal (investasi) pemda, pemberian pinjaman daerah dan
restitusi pajak diperoleh kesimpulan menguntungkan karena tidak terdapat
selisih antara anggaran dengan realisasi. Pos pembayaran pokok pinjaman
ke pemerintah pusat terdapat varians sebesar Rp. 255.071,60 dan diperoleh

kesimpulan menguntungkan.
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B. Analisis Tingkat Kemandirian Pembiayaan, Tingkat Ketergantungan

dan Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sleman Periode Tahun 2003 - 2007

Tabel 5.1
Tingkat Kemampuan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2003 — 2007

Kemampuan Kenaikan/
Tahun Pembiayaan Daerah | Penurunan
Anggaran | Realisasi
Tahun 2003 13.20% 17.14% 29.86%
Tahun 2004 14.26% 16.55% 16.04%
Tahun 2005 15.18% 19.17% 26.29%
Tahun 2006 14.01% 19.05% 35.95%

Tahun 2007 54.54% 82.48% 51.22%
Sumber : BPKKD Kab. Sleman (data diolah penulis)

Tabel di atas menunjukkan tingkat kemampuan pembiayaan daerah
Kabupaten Sleman selama tahun 2003 — 2007. Rasio yang memuat
perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan belanja rutin non-
pegawai ini menunjukkan adanya nilai redlisas yang lebih besar
dibandingkan dengan anggaran dalam setiap tahun. Hal ini bermakna bahwa
kemampuan pembiayaan daerah Kabupaten Sleman adalah baik karena
mampu mencapai bahkan melebihi target dalam setiap tahun. Hal ini juga
dapat dilihat pada grafik perkembangan tingkat kemampuan pembiayaan

daerah dari tahun ke tahun di bawah ini:
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Gambar 5.1
Diagram Perkembangan Tingkat Kemampuan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007
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Analisis dilanjutkan dengan analisis trend untuk melihat kecenderungan
kemampuan daerah dalam pembiayaan pada tahun 2003 - 2007. Analisis
trend dilakukan dengan uji regresi linear sederhana dengan formula, sebagai
berikut:

Y’ =a+bX
Keterangan:
Y’ = kemampuan daerah dalam pembiayaan di tahun t+1
a = konstanta
b =koefisien regres
X = waktu (tahun)

Hasil pengujian regresi linear sederhana yang dilakukan menghasilkan

persamaan trend, sebagai berikut:
Y’ =a+bX

=-0.09077 + 0.133 X
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Gambar 5.2
Trend Perkembangan Kemampuan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007
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Tabel 5.2

Tingkat Kemampuan Mobilisasi Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007

Kemampuan Kenaikan/
Tahun Mobilisasi Daerah | Penurunan
Anggaran | Realisasi

Tahun 2003 44.37% |  47.02% 5.96%
Tahun 2004 52.54% 51.10% -2.74%
Tahun 2005 49.72% | 47.03% -5.40%
Tahun 2006 43.21% | 41.87% -3.10%
Tahun 2007 44.26% | 41.68% -5.83%

Sumber : BPKKD Kabh. Sleman (data diolah penulis)

Tabel di atas menunjukkan tingkat kemampuan mobilisasi daerah
Kabupaten Sleman selama tahun 2003-2007. Rasio yang memuat
perbandingan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) ini
menunjukkan adanya nilai realisasi yang cenderung lebih kecil dibandingkan
dengan anggaran dalam setiap tahun. Keberhasilan melebihi anggaran yang

ditetapkan hanya tercapai pada tahun 2003. Hal ini bermakna bahwa
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kemampuan mobilisasi daerah Kabupaten Sleman adalah relatif kurang baik
karena belum mampu mencapai bahkan melebihi target dalam setiap tahun
secara konsisten. Hal ini juga dapat dilihat pada grafik perkembangan tingkat
kemampuan mobilisasi daerah dari tahun ke tahun di bawah ini.

Gambar 5.3

Diagram Perkembangan Tingkat Kemampuan Mobilisasi Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007
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Analisis dilanjutkan dengan analisis trend untuk melihat kecenderungan
kemampuan mobilisasi daerah dalam pembiayaan pada tahun 2003-2007.
Analisis trend dilakukan dengan uji regresi linear sederhana dengan formula,
sebagai berikut:

Y’ =a+bX
Keterangan:
Y’ = kemampuan mobilisasi daerah di tahun t+1
a = konstanta

b =koefisien regres
X =waktu (tahun)
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Hasil pengujian regresi linear sederhana yang dilakukan menghasilkan
persamaan trend, sebagai berikut:
Y’ =a+bX

=0.517 - 0.01991 X

Persamaan regres linear sederhana di atas terkait dengan trend
perkembangan tingkat kemampuan mobilisas daerah dari tahun ke tahun
dapat diwujudkan dalam bentuk grafik di bawah ini.

Gambar 5.4

Trend Perkembangan Kemampuan Mobilisasi Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007
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Tabel 5.3
Tingkat Ketergantungan
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007
Tingkat Kenaikan/
Tahun Ketergantungan Penurunan
Anggaran | Realisasi

Tahun 2003 68.12% 63.70% -6.49%
Tahun 2004 71.74% 65.89% -8.15%
Tahun 2005 74.95% 75.54% 0.78%
Tahun 2006 | 100.00% 100.00% 0.00%
Tahun 2007 | 100.00% 96.66% -3.34%

Sumber : BPKKD Kab. Sleman (data diolah penulis)
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Tabel di atas menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Sleman
selama tahun 2003-2007. Rasio yang memuat perbandingan antara
pendapatan asli daerah (PAD) dengan penerimaan APBD tanpa subsidi ini
menunjukkan adanya nila realisasi yang lebih kecil dibandingkan dengan
anggaran yang dibuat, yaitu pada tahun 2003, 2004 dan 2007. Keberhasilan
melebihi anggaran yang ditetapkan tercapai pada tahun 2005 dan 2006. Hal
ini bermakna bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Sleman adalah relatif
baik pada tahun 2003, 2004 dan 2007, karena mampu merealisasikan tingkat
ketergantungan yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat
ketergantungan yang dianggarkan. Hal ini juga dapat dilihat pada grafik
perkembangan tingkat ketergantungan daerah dari tahun ke tahun di bawah
ini.

Gambar 5.5

Diagram Perkembangan Tingkat K etergantungan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007
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Analisis dilanjutkan dengan analisis trend untuk melihat kecenderungan
tingkat ketergantungan daerah pada tahun 2003-2007. Analisis trend
dilakukan dengan uji regresi linear sederhana dengan formula, sebagal
berikut:

Y’ =a+bX
Keterangan:
Y =tingkat ketergantungan daerah di tahun t+1
a = konstanta
b =koefisien regres
X =waktu (tahun)

Hasil pengujian regresi linear sederhana yang dilakukan menghasilkan

persamaan trend, sebagai berikut:
Y’ =a+bX

=0.503 + 0.100 X

Persamaan regres linear sederhana di atas terkait dengan trend
perkembangan tingkat ketergantungan daerah dari tahun ke tahun dapat

diwujudkan dalam bentuk grafik di bawah ini.



63

Gambar 5.6
Trend Perkembangan Tingkat K etergantungan Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007
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Tabel 5.4
Desentralisasi Fiskal
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007
Desentralisasi Kenaikan/
Tahun Fiskal Penurunan

Anggaran | Realisasi
Tahun 2003 10.25% 11.70% 14.07%
Tahun 2004 12.01% 12.49% 4.02%
Tahun 2005 13.73% 14.97% 9.04%
Tahun 2006 11.58% 12.90% 11.40%

Tahun 2007 12.23% 14.62% 19.55%
Sumber : BPKKD Kab. Sleman (data diolah penulis)

Tabel di atas menunjukkan desentralisas fiskal Kabupaten Sleman
selama tahun 2003-2007. Rasio yang memuat perbandingan antara
pendapatan asli daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah ini
menunjukkan adanya nilai realisasi yang lebih besar dibandingkan dengan
anggaran dalam setigp tahun. Hal ini dapat menjadi indikator adanya
kemampuan yang bak dari Pemerintah Kabupaten Sleman dalam

memaksimalkan PAD yang ditunjukkan dengan kinerja realisasinya yang



lebih besar daripada anggaran yang ditetapkan dalam setiap tahun. Hal ini
juga dapat dilihat pada grafik perkembangan desentralisasi fiskal daerah dari
tahun ke tahun di bawah ini.

Gambar 5.7

Diagram Perkembangan Desentralisasi Fiskal
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007
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Analisis dilanjutkan dengan analisis trend untuk melihat kecenderungan
desentralisasi fiskal pada tahun 2003-2007. Analisis trend dilakukan dengan
uji regresi linear sederhana dengan formula, sebagai berikut:

Y’ =a+bX
Keterangan:
Y’ =desentralisas fiskal di tahun t+1
a = konstanta

b =koefisien regres
X =waktu (tahun)
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Hasil pengujian regresi linear sederhana yang dilakukan menghasilkan
persamaan trend, sebagai berikut:
Y’ =a+bX

=0.115 + 0.006268 X

Persamaan regres linear sederhana di atas terkait dengan trend
perkembangan desentralisasi fiskal dari tahun ke tahun dapat diwujudkan
dalam bentuk grafik di bawah ini.

Gambar 5.8

Trend Perkembangan Desentralisasi Fiskal
Kabupaten Sleman Tahun 2003-2007
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan,
sebagai berikut:
1. Berdasarkan analisis varians, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten
Sleman pada periode tahun 2003 — 2007 menunjukkan indikasi yang baik.
Ha ini mengacu pada hasil analisis varians pada APBD yang
menunjukkan adanya realisas pendapatan daerah yang meningkat
dibandingkan dengan anggarannya. Sementara pada aspek belanja daerah,
diketahui bahwa nilai realisas belanja daerah lebih kecil daripada

anggarannya.

2. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pada periode tahun
2003 — 2007 menunjukkan kinerja yang kecenderungan meningkat dilihat
dari aspek kemampuan pembiayaan daerah, tingkat ketergantungan
daerah serta desentralisasi fiskal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien
regresi yang positif pada ketiga variabel tersebut. Namun untuk variabel
kemampuan mobilisasi daerah menunjukkan kinerja yang cenderung

menurun. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang negatif.

66
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis dapat
memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu lebih meningkatkan kemampuan
mobilisasi daerahnya melalui upaya penggalian sumber-sumber baru
untuk pemungutan pajak serta lebih mengintensifkan sumber-sumber
lama yang selamaini belum dapat dipungut secara maksimal.

2. Pemerintah Kabupaten Sleman juga perlu menurunkan tingkat
ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat melalui peningkatan porsi
kontribuss PAD dalam APBD Sleman. Hal ini dapat dilakukan dengan
melakukan identifikass potenss daerah yang belum memberikan
kontribusi terhadap PAD serta meningkatkan sumber-sumber PAD yang

belum terkelola secara maksimal.
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Analisis Peramalan dengan Regresi Linear Sederhana
Kemampuan Pembiayaan Daerah

Variables Entered/Removed®

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Tahun? Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Kemampuan Pembiayaan Daerah

Model Summary

71

Adjusted R | Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 7292 532 .376 .22806
Model Summary
Change Statistics
R Square
Model Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .532 3.410 1 3 162
a. Predictors: (Constant), Tahun
ANOVAP
Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression A77 1 A77 3.410 1622
Residual .156 .052
Total 333 4
a. Predictors: (Constant), Tahun
b. Dependent Variable: Kemampuan Pembiayaan Daerah
Coefficients?
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) |{-9.077E-02 239 -.380 730
Tahun 133 072 .729 1.847 .162

a. Dependent Variable:

Kemampuan Pembiayaan Daerah




Analisis Peramalan dengan Regresi Linear Sederhana

Kemampuan Mobilisasi Daerah

Variables Entered/Removed®

Variables Variables:
Model Entered Removed Method
1 Tahun? Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kemampuan Mobilisasi Daerah

Model Summary

72

Adjusted R | Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 7902 .624 499 .02819
Model Summary
Change Statistics
R Square
Model Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 624 4988 1 3 112
a. Predictors: (Constant), Tahun
ANOVAP
Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression .004 1 .004 4,988 1128
Residual .002 3 .001
Total .006 4
a. Predictors: (Constant), Tahun
b. Dependent Variable: Kemampuan Mobilisasi Daerah
Coefficients?
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 517 .030 17.492 .000
Tahun -1.991E-02 .009 -.790 -2.233 112

a. Dependent Variable: Kemampuan Mobilisasi Daerah




Analisis Peramalan dengan Regresi Linear Sederhana
Tingkat Ketergantungan Daerah

Variables Entered/Removed®

Variables Variables
Model Entered Removed Method
q Tahun? Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Tingkat Ketergantungan

Model Summary

73

Adjusted R | Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 .928¢ .861 815 07326
Model Summary
Change Statistics
R Square
Model Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .861 18.642 1 3 .023
a. Predictors: (Constant), Tahun
ANOVAP
Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 100 1 100 18.642 .0232
Residual 016 3 .005
Total 116 4
a. Predictors: (Constant), Tahun
b. Dependent Variable: Tingkat Ketergantungan
Coefficients?
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 503 077 6.553 .007
Tahun 100 .023 928 4.318 023
a. Dependent Variable: Tingkat Ketergantungan




Analisis Peramalan dengan Regresi Linear Sederhana
Desentralisasi Fiskal

Variables Entered/Removed®

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Tahun® Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Desentralisasi Fiskal

74

Model Summary
Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 .7052 497 .330 .01151
Model Summary
Change Statistics
R Square
Model Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 497 2.967 1 3 .183
a. Predictors: (Constant), Tahun
ANOVAP
Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression .000 1 .000 2.967 .1832
Residual .000 .000
Total .001 4
a. Predictors: (Constant), Tahun
b. Dependent Variable: Desentralisasi Fiskal
Coefficients?
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 115 012 9.492 .002
Tahun 6.268E-03 .004 .705 1.722 183

a. Dependent Variable: Desentralisasi Fiskal




Tabel 5.1
Andisis Varians
RINGKASAN PERHITUNGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003

JUMLAH
0,
No URAIAN ANGGARAN SEALISAS VARIANS %6 KESIMPULAN
1 2 Rp 3.00 4 5 6 7
I |[PENDAPATAN
A |Pendapatan Asli Daerah 43,494,146,800.00 52,972,697,477.69 9,478,550,677.69 | 121.792704 Menguntungkan
Pajak Daerah 19,300,000,000.00 24,907,210,488.00 5,607,210,488.00 | 129.0529041 Menguntungkan
Retribusi Daerah 13,136,561,000.00 14,246,405,051.75 1,109,844,051.75 | 108.4485129 Menguntungkan
Bagian Laba Badan Usaha Daerah 2,502,558,000.00 2,310,617,215.60 (191,940,784.40) 92.33021635| Tidak Menguntungkan
Lain-lain Pendapatan 8,555,127,800.00 11,508,464,722.34 2,953,336,922.34 | 134.5212484 Menguntungkan
B |Dana Perimbangan 360,322,608,000.00 369,717,141,971.41 9,394,533,971.41 | 102.6072563 Menguntungkan
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak 24,876,641,000.00 29,173,396,369.00 4,296,755,369.00 | 117.272249 Menguntungkan
Dana Alokasi Umum 304,780,000,000.00 304,780,000,000.00 - 100 Efektif
DanaAlokasi Khusus 10,600,000,000.00 10,600,000,000.00 - 100 Efektif
Dana Perimbangan dari Propinsi 20,065,967,000.00 25,163,745,602.41 5,097,778,602.41 | 125.4050981 Menguntungkan
C [Lain-lain Pendapatan Yang Sah 20,355,000,000.00 30,188,785,569.00 9,833,785,569.00 | 148.3114005 Menguntungkan
Jumlah Pendapatan 424,171,754,800.00 452,878,625,018.10 28,706,870,218.10 | 106.7677468 Menguntungkan
Il |BELANJA
A |APARATUR DAERAH 146,454,915,201.00 138,454,424,609.05 (8,000,490,591.95)| 94.53723313
1{Belanja Administrasi Umum 71,983,342,196.00 70,267,133,110.12 (1,716,209,085.88) 97.61582467 Menguntungkan
Belanja Pegawai/Personalia 62,690,792,307.00 61,626,930,932.00 (1,063,861,375.00)| 98.30300219 Menguntungkan
Belanja Barang dan Jasa 6,130,757,389.00 5,599,289,485.12 (531,467,903.88) 91.33112159 Menguntungkan




Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Pemeliharaan

Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Belanja Pegawai/Personalia

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pemeliharaan

Belanja Modal
PELAYANAN PUBLIK

Belanja Administrasi Umum
Belanja Pegawai/Personalia
Belanja Barang

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Pemeliharaan

Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Belanja Pegawai/Personalia
BelanjaBarang

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pemeliharaan

Belanja Modal

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Belanja Tak Tersangka

1,456,351,200.00
1,705,441,300.00

33,730,665,738.00
13,058,841,448.00
17,221,042,890.00
537,409,400.00
2,913,372,000.00

10,740,907,267.00

329,501,581,401.96

231,027,751,881.00
217,000,071,217.00
12,773,618,214.00
18,490,000.00
1,235,572,450.00

29,913,423,756.00
4,806,200,806.00
20,102,318,960.00
515,110,000.00
4,495,793,990.00
43,252,551,183.00
19,015,204,050.00

6,286,650,531.96

1,388,288,260.00
1,652,624,433.00

30,985,762,210.95
11,293,206,541.95
15,835,692,494.00
386,644,615.00
2,840,218,560.00

37,201,529,297.98

309,021,859,814.77

217,098,206,725.50
203,449,447,692.50
12,403,207,476.50
18,474,900.00
1,227,076,656.50

29,033,855,580.20
4,618,017,053.00
19,528,344,822.86
478,964,600.00
4,408,529,104.34
41,041,208,324.07
18,445,065,965.00

3,403,523,250.00

(68,062,940.00)
(52,816,867.00)

(2,744,903,527.05)
(1,765,634,906.05)
(1,385,350,396.00)
(150,764,785.00)
(73,153,440.00)

26,460,622,030.98
(20,479,721,587.19)

(13,929,545,155.50)
(13,550,623,524.50)
(370,410,737.50)
(15,100.00)
(8,495,793.50)

(879,568,175.80)
(188,183,753.00)
(573,974,137.14)
(36,145,400.00)
(87,264,885.66)
(2,211,342,858.93)
(570,138,085.00)

(2,883,127,281.96)

95.32647482
96.90303812

91.86229069
86.47939089
91.95547909
71.94600895
97.48904568

346.353696

93.78463633

93.97061823
93.75547508
97.10018938
99.91833423
99.31240022

97.05962051
96.08456324
97.14473669
92.98297451
98.05896609
94.88737011
97.00167254

54.1388969

Menguntungkan
Menguntungkan

Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan

Tidak Menguntungkan
Menguntungkan

Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan

Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan

Menguntungkan

Menguntungkan




[N

N

Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

PEMBIAYAAN
Penerimaan Daerah
Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Pengeluaran Daerah
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan
Jumlah Pembiayaan

475,956,496,602.96

44,999,641,802.96
44,999,641,802.96

44,999,641,802.96

447,476,284,453.82
5,402,340,564.28
44,999,641,802.96
44,999,641,802.96
50,401,982,367.24

50,401,982,367.24
(5,402,340,564.28)

(28,480,212,149.14)

5,402,340,564.28

50,401,982,367.24
50,401,982,367.24
(50,401,982,367.24)

94.01621527

100
100

Menguntungkan

Efektif
Efektif




Tabel 5.2

AnalisisVarians
RINGKASAN PERHITUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2004

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

JUMLAH
0,
No URAIAN ANGGARAN REALISAS VARIANS %6 KESIMPULAN
1 2 3 4 5 6 7
I [PENDAPATAN
A |Pendapatan Asli Daerah 53,919,261,011.00 60,112,311,537.77 6,193,050,526.77 | 111.4857852 Menguntungkan
Pajak Daerah 28,327,600,000.00 30,715,060,955.07 2,387,460,955.07 | 108.4280382 Menguntungkan
Retribusi Daerah 19,300,864,000.00 21,911,584,143.90 2,610,720,143.90 | 113.5264418 Menguntungkan
Bagian Laba Badan Usaha Daerah 3,313,387,011.00 3,848,890,120.96 535,503,109.96 | 116.1618039 Menguntungkan
Lain-lain Pendapatan 2,977,410,000.00 3,636,776,317.84 659,366,317.84 | 122.1456339| Tidak Menguntungkan
B |Dana Perimbangan 373,811,600,000.00 389,951,712,236.41 16,140,112,236.41 | 104.3177131 Menguntungkan
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak 32,350,000,000.00 38,534,157,863.00 6,184,157,863.00 | 119.1164076 Menguntungkan
Dana Alokasi Umum 307,330,000,000.00 307,331,000,000.00 1,000,000.00 | 100.0003254 Menguntungkan
DanaAlokasi Khusus 9,480,000,000.00 9,480,000,000.00 - 100 Efektif
Dana Perimbangan dari Propinsi 24,651,600,000.00 34,606,554,373.41 9,954,954,373.41 | 140.3825893 Menguntungkan
C [Lain-lain Pendapatan Yang Sah 21,240,000,000.00 31,117,436,860.00 9,877,436,860.00 146.50394 Menguntungkan
Jumlah Pendapatan 448,970,861,011.00 481,181,460,634.18 32,210,599,623.18 | 107.1743185 Menguntungkan
Il |BELANJA
A |APARATUR DAERAH 143,594,709,400.51 116,944,964,230.26 (26,649,745,170.25) 81.44099787 Menguntungkan
1{Belanja Administrasi Umum 86,241,185,720.51 64,786,378,247.84 (21,454,807,472.67)| 75.12231854 Menguntungkan
Belanja Pegawai/Personalia 75,073,203,947.52 54,346,090,941.09 (20,727,113,006.43) 72.39079736 Menguntungkan
Belanja Barang dan Jasa 8,032,957,272.99 7,495,090,690.75 (537,866,582.24)| 93.30425192 Menguntungkan




Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Pemeliharaan

Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Belanja Pegawai/Personalia

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pemeliharaan

Belanja Modal
PELAYANAN PUBLIK

Belanja Administrasi Umum
Belanja Pegawai/Personalia
Belanja Barang

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Pemeliharaan

Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Belanja Pegawai/Personalia

BelanjaBarang

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pemeliharaan

Belanja Modal

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Belanja Tak Tersangka

Jumlah Belanja

1,387,338,000.00
1,747,686,500.00

31,993,401,130.00
13,598,365,500.00
16,276,464,630.00
765,928,700.00
1,352,642,300.00

25,360,122,550.00
378,147,477,016.28
260,774,305,426.60
242,750,129,921.60
16,814,259,680.00
10,820,000.00
1,199,093,825.00
29,377,080,485.00
6,327,045,075.00
19,576,190,340.00
920,950,000.00
2,552,895,070.00
59,211,010,490.00
25,682,385,600.00
3,102,697,014.68

521,742,186,416.79

1,274,066,550.00
1,671,130,066.00

27,642,748,956.00
11,742,150,450.00
14,143,653,076.00
502,104,600.00
1,254,840,830.00

24,515,837,026.42
363,314,523,051.75
253,493,343,372.00
235,533,599,137.00
16,750,218,450.00
10,649,700.00
1,198,876,085.00
27,970,759,051.75
5,956,654,076.86
18,779,879,262.89
847,269,770.00
2,386,955,942.00
53,681,021,849.00
25,334,147,459.00
2,835,251,320.00

480,259,487,282.01

(113,271,450.00)
(76,556,434.00)

(4,350,652,174.00)
(1,856,215,050.00)
(2,132,811,554.00)
(263,824,100.00)
(97,801,470.00)

(844,285,523.58)
(14,832,953,964.53)
(7,280,962,054.60)
(7,216,530,784.60)
(64,041,230.00)
(170,300.00)
(217,740.00)
(1,406,321,433.25)
(370,390,998.14)
(796,311,077.11)
(73,680,230.00)
(165,939,128.00)
(5,529,988,641.00)
(348,238,141.00)
(267,445,694.68)

(41,482,699,134.78)

91.83533861
95.61955568

86.40140773
86.34971938
86.89634634
65.55500532
92.76959844

96.6708145
96.07746848
97.20794499
97.02717737
99.61912549
98.42606285
99.98184129
95.21286183
94.14590865
95.93224696
91.99954069
93.49996285

90.66054
98.64405844
91.38021878

92.0491959

Menguntungkan
Menguntungkan

Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan

Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan

Menguntungkan

Menguntungkan




[EEN

Surplus/Defisit

PEMBIAYAAN

Penerimaan Daerah

Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
Penerimaan Pinjaman Obligasi

Pengembalian Penguatan Modal Dinas Perhutanan
dan P2KPM

Pengeluaran Daerah

Sisa Perhitungan Tahun Berkenan
Penyertaan Modal

Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo
Piutang PSS

Piutang Sekretariat

Jumlah Pembiayaan

(72,771,325,405.79)

78,673,741,003.79
50,373,741,003.79
28,300,000,000.00

5,902,415,598.00

5,764,670,664.00
137,744,934.00

72,771,325,405.79

921,973,352.17

52,055,946,517.24
50,401,982,367.24

1,653,964,150.00

52,977,919,869.41
42,861,956,277.01
5,764,670,664.00
137,744,928.40
3,660,898,000.00
552,650,000.00

(921,973,352.17)

73,693,298,757.96

(26,617,794,486.55)
28,241,363.45
(28,300,000,000.00)

1,653,964,150.00

47,075,504,271.41
42,861,956,277.01
(5.60)
3,660,898,000.00
552,650,000.00

(73,693,298,757.96)

66.16686311
100.0560637
0

897.5633618

100
99.99999593

Tidak Menguntungkan
Menguntungkan

Tidak Menguntungkan

Efisien
Menguntungkan




Tabe 5.3
Analisis Varians
RINGKASAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

JUMLAH
0,
No URAIAN ANGGARAN REALISAS VARIANS %6 KESIMPULAN
1 2 3 4 5 6 7
I |PENDAPATAN
A |Pendapatan Asli Daerah 66,511,681,403.00 77,904,742,688.20 11,393,061,285.20 117.129414 Menguntungkan
Pajak Daerah 33,067,763,825.00 36,638,630,959.38 3,570,867,134.38 110.798635 Menguntungkan
Retribusi Daerah 26,856,179,200.00 30,067,556,699.14 3,211,377,499.14 111.9576857 Menguntungkan
Bagian Laba Badan Usaha Daerah 3,319,207,228.00 4,028,081,206.99 708,873,978.99 121.3567256 Menguntungkan
Lain-lain Pendapatan 3,268,531,150.00 7,170,473,822.69 3,901,942,672.69 | 219.3790878 Menguntungkan
B |Dana Perimbangan 395,849,000,000.00 417,413,902,174.84 21,564,902,174.84 105.4477597 Menguntungkan
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak 34,500,000,000.00 46,647,017,189.00 12,147,017,189.00 | 135.2087455 Menguntungkan
DanaAlokasi Umum 318,139,000,000.00 318,139,000,000.00 - 100 Efektif
DanaAlokas Khusus 10,600,000,000.00 10,600,000,000.00 - 100 Efektif
Dana Perimbangan dari Propinsi 32,610,000,000.00 42,027,884,985.84 9,417,884,985.84 128.8803587 Menguntungkan
C [Lain-lain Pendapatan Yang Sah 22,230,230,000.00 25,230,230,000.00 3,000,000,000.00 113.495137 Menguntungkan
Jumlah Pendapatan 484,590,911,403.00 520,548,874,863.04 35,957,963,460.04 107.4202719 Menguntungkan
Il |BELANJA
A |APARATUR DAERAH 135,404,824,253.00 101,886,834,178.67 (33,517,990,074.33)| 75.24608871 Menguntungkan
1[(Belanja Administrasi Umum 93,807,255,381.00 69,591,680,577.57 (24,215,574,803.43)| 74.18581888 Menguntungkan
Belanja Pegawai/Personalia 79,838,410,966.00 56,930,811,056.07 (22,907,599,909.93)| 71.30754529 Menguntungkan
Belanja Barang dan Jasa 11,162,230,455.00 10,219,740,154.50 (942,490,300.50)[ 91.55643396 Menguntungkan




Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Pemeliharaan

Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Belanja Pegawai/Personalia

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pemeliharaan

Belanja Modal
PELAYANAN PUBLIK

Belanja Administrasi Umum
Belanja Pegawai/Personalia
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Pemeliharaan

Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Belanja Pegawai/Personalia

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pemeliharaan

Belanja Modal

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Belanja Tak Tersangka

1,009,364,500.00
1,797,249,460.00

34,008,605,772.00
12,284,832,760.00
17,186,683,837.00
2,822,937,600.00
1,714,151,575.00

7,588,963,100.00

438,184,953,638.00

272,606,129,491.00
243,249,846,101.00
27,698,525,890.00
65,550,000.00
1,592,207,500.00

42,256,140,263.00
9,428,125,938.00
29,466,608,025.00
841,730,000.00
2,519,676,300.00
75,091,727,650.00
45,626,518,221.00

2,604,438,013.00

704,513,580.00
1,736,615,787.00

27,031,237,601.10
10,288,141,000.00
13,654,582,101.10
1,811,562,570.00
1,276,951,930.00

5,263,916,000.00

406,392,709,579.50

255,224,084,049.00
232,569,478,477.00
21,006,737,131.00
64,059,310.00
1,583,809,131.00

39,277,079,163.00
9,105,810,955.00
27,014,235,561.00
739,138,292.00
2,417,894,355.00
68,333,656,649.00
43,057,889,718.50

500,000,000.00

(304,850,920.00)
(60,633,673.00)

(6,977,368,170.90)
(1,996,691,760.00)
(3,532,101,735.90)
(1,011,375,030.00)

(437,199,645.00)

(2,325,047,100.00)
(31,792,244,058.50)

(17,382,045,442.00)
(10,680,367,624.00)
(6,691,788,759.00)
(1,490,690.00)
(8,398,369.00)

(2,979,061,100.00)
(322,314,983.00)
(2,452,372,464.00)
(102,591,708.00)
(101,781,945.00)
(6,758,071,001.00)
(2,568,628,502.50)

(2,104,438,013.00)

69.79773709
96.62630735

79.48352185
83.74669156

79.448614
64.17295834
74.49469164

69.36278291

92.74456053

93.62375106
95.60930138
75.84063215
97.72587338
99.47253301

92.9499924
96.58134623
91.67745245
87.81180331
95.96051505
91.00024568
94.37031664

19.19799963

Menguntungkan
Menguntungkan

Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan

Menguntungkan
Menguntungkan

Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan

Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan

Menguntungkan

Menguntungkan
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Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

PEMBIAYAAN

Penerimaan Daerah

Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
Penerimaan Pinjaman

Penerimaan Piutang

Pengembalian Penguatan Modal

Pengeluaran Daerah

Sisa Perhitungan Tahun Berkenan

Penguatan Modal

Penyertaan Modal

Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo
Piutang PSS

Piutang Sekretariat

Jumlah Pembiayaan

573,589,777,891.00

(88,998,866,488.00)

97,518,990,488.00
45,430,633,090.01
52,088,357,397.99

8,520,129,000.00
4,900,000,000.00
3,482,384,000.00

137,745,000.00

88,998,861,488.00

508,279,543,758.17

12,269,331,104.87

47,893,357,890.01
45,430,633,090.01

2,462,724,800.00

60,162,688,994.88
51,689,560,066.48
4,853,000,000.00
3,482,384,000.00
137,744,928.40

(12,269,331,104.87)

(65,310,234,132.83)

101,268,197,592.87

(49,625,632,597.99)
(52,088,357,397.99)
2,462,724,800.00

51,642,559,994.88
51,689,560,066.48
(47,000,000.00)
(71.60)

(101,268,192,592.87)

88.613773

49.11182699
100
0

706.124156
99.04081633

100
99.99994802

-13.78594164

Menguntungkan

Tidak Menguntungkan

Efektif

Tidak menguntungkan

Menguntungkan
Efisien
Menguntungkan




Tabel

5.4

Analisis Varians
RINGKASAN PERHITUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2006

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

JUMLAH
0
No URAIAN ANGGARAN CEALIGAS VARIANS ) KESIMPULAN
1 2 3 4 5 6 7
| PENDAPATAN
A |Pendapatan Asli Daerah 75,792,320,330.00 90,710,095,117.40 14,917,774,787.40 119.6824358| Menguntungkan
Pajak Dagrah 32,750,000,000.00 37,979,313,374.32 5,229,313,374.32 115.9673691| Menguntungkan
Retribusi Daerah 33,405,992,000.00 34,867,831,814.83 1,461,839,814.83 104.3759809| Menguntungkan
Bagian Laba Badan Usaha Daerah 3,372,204,050.00 5,048,288,039.65 1,676,083,989.65 149.7029232| Menguntungkan
Lain-lain Pendapatan 6,264,124,280.00 12,814,661,888.60 6,550,537,608.60 204.5722804 Menguntungkan
B |Dana Perimbangan 578,497,000,000.00 612,219,485,636.89 33,722,485,636.89 105.8293277| Menguntungkan
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak 35,500,000,000.00 49,511,371,448.00 14,011,371,448.00 139.468652| Menguntungkan
Dana Alokasi Umum 485,397,000,000.00 485,397,000,000.00 - 100 Efektif
DanaAlokasi Khusus 25,800,000,000.00 25,860,000,000.00 60,000,000.00 100.2325581| Menguntungkan
Dana Perimbangan dari Propinsi 31,800,000,000.00 51,451,114,188.89 19,651,114,188.89 161.7959566| Menguntungkan
C [Lain-lain Pendapatan Yang Sah - - -
Jumlah Pendapatan 654,289,320,330.00 702,929,580,754.29 48,640,260,424.29 107.43406| Menguntungkan
I |BELANJA
A [APARATUR DAERAH 175,796,170,280.94 133,556,119,199.54 (42,240,051,081.40) 75.97214375| Menguntungkan
1[(Belanja Administrasi Umum 123,121,944,380.94 92,567,442,185.68 (30,554,502,195.26) 75.18354478| Menguntungkan
Belanja Pegawai/Personalia 102,242,121,632.00 73,470,442,335.00 (28,771,679,297.00) 71.8592701| Menguntungkan
Belanja Barang dan Jasa 16,912,081,859.94 15,663,169,924.68 (1,248,911,935.26) 92.61526792 Menguntungkan
Belanja Perjalanan Dinas 1,438,955,150.00 1,026,975,300.00 (411,979,850.00) 71.36951419| Menguntungkan




Belanja Pemeliharaan

Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Belanja Pegawai/Personalia

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pemeliharaan

Belanja Modal

PELAYANAN PUBLIK

Belanja Administrasi Umum
Belanja Pegawai/Personalia

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pemeliharaan

Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Belanja Pegawai/Personalia

Belanja Barang

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pemeliharaan

Belanja Modal

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
Belanja Tak Tersangka

Jumlah Belanja

Surplus/Defisit

2,528,785,739.00

40,716,010,040.00
20,858,729,840.00
16,909,709,150.00
2,941,271,050.00
6,300,000.00

11,958,215,860.00
540,923,969,340.66
336,036,187,034.66
289,427,923,796.00
44,027,341,463.66
93,400,000.00
2,487,521,775.00
49,374,510,426.00
14,807,655,151.00
30,281,271,075.00
1,354,525,500.00
2,931,058,700.00
101,155,896,680.00
50,357,375,200.00
4,000,000,000.00
716,720,139,621.60

(62,430,819,291.60)

2,406,854,626.00

32,086,174,598.86
16,490,272,573.86
13,300,196,583.00
2,289,405,442.00
6,300,000.00

8,902,502,415.00
476,209,289,328.01
308,806,280,668.00
266,482,603,412.00
39,761,556,320.00
91,049,880.00
2,471,071,056.00
45,064,967,589.00
14,191,879,183.00
26,886,798,508.00
1,080,311,978.00
2,905,977,920.00
71,520,070,883.01
47,069,552,806.00
3,748,417,382.00
609,765,408,527.55

93,164,172,226.74

(121,931,113.00)

(8,629,835,441.14)
(4,368,457,266.14)
(3,609,512,567.00)

(651,865,608.00)

(3,055,713,445.00)
(64,714,680,012.65)
(27,229,906,366.66)
(22,945,320,384.00)

(4,265,785,143.66)

(2,350,120.00)
(16,450,719.00)
(4,309,542,837.00)
(615,775,968.00)
(3,394,472,567.00)
(274,213,522.00)
(25,080,780.00)
(29,635,825,796.99)
(3,287,822,394.00)
(251,582,618.00)
(106,954,731,094.05)

155,594,991,518.34

95.17827426

78.80481061
79.0569354
78.65420076
77.83728201
100

74.44674456
88.03627059
91.89673392
92.07218154
90.31105445
97.48381156
99.33867035
91.27172543
95.84150251
88.79019128
79.75575048
99.14430987
70.70281934
93.47102111
93.71043455

85.07719747

Menguntungkan

Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Efisien
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan

Menguntungkan

Menguntungkan
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PEMBIAYAAN

Penerimaan Daerah

Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Daerah

Penguatan Modal

Penyertaan Modal

Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo

Jumlah Pembiayaan neto:

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

71,768,564,217.00
51,689,560,066.48
20,079,004,150.52

9,337,744,925.40
4,000,000,000.00
5,200,000,000.00
137,744,925.40
62,430,819,291.60

(0.00)

51,691,306,850.48
51,691,306,850.48

9,337,744,925.40
4,000,000,000.00
5,200,000,000.00

137,744,925.40

42,353,561,925.08

135,517,734,151.82

(20,077,257,366.52)
1,746,784.00
(20,079,004,150.52)

(20,077,257,366.52)

135,517,734,151.82

72.02499787
100.0033794
0

100
100
100
100

67.84079146

dak Menguntungkan
Menguntungkan

Efisien
Efisien
Efisien
Efisien




Tabel 5.5
Anaisis Varians
RINGKASAN PERHITUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2007

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

JUMLAH

No URAIAN ANGCARAN REALISAS VARIANS % KESIMPULAN
1 2 3 4 5 6 7
A |PENDAPATAN

1{Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Pajak Daerah 42,000,000,000.00 50,287,665,731.91 8,287,665,731.91 | 119.7325375| Menguntungkan
Pendapatan Retribusi Daerah 39,299,207,160.00 40,965,628,030.57 1,666,420,870.57 | 104.2403422( Menguntungkan
Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Drh yg Dipisahkan 5,634,323,740.00 5,732,297,630.18 97,973,890.18 101.7388758| Menguntungkan
Lain-lain PAD yang Sah 7,962,915,820.00 23,670,957,328.34 15,708,041,508.34 | 297.2649449( Menguntungkan
Jumlah pendapatan Asli Daerah (PAD) 94,896,446,720.00 120,656,548,721.00 25,760,102,001.00 | 127.1454864| Menguntungkan

2|Pendanaan Transfer
Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan
DanaBagi Hasil Pajak dan Non Pajak 62,079,000,000.00 68,345,288,361.00 6,266,288,361.00 [ 110.0940549( Menguntungkan
Dana Alokasi Umum 543,065,000,000.00 543,065,000,000.00 - 100 Efektif
DanaAlokasi Khusus 10,151,000,000.00 10,151,000,000.00 - 100 Efektif
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00 - 100 Efektif
Bantuan Keu. Dr Pem. Pusat utk Pendidikan - 5,613,532,600.00 5,613,532,600.00 0
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat 623,295,000,000.00 635,174,820,961.00 11,879,820,961.00 [ 101.9059708( Menguntungkan
Transfer Pemerintah Provinsi
Dana Bagi Hasil Pajak dr Prov dan Pemda Lain 48,924,981,600.00 52,201,913,300.00 3,276,931,700.00 106.6978701| Menguntungkan
Bantuan Keuangan dr Prov atau PemdaLain 8,600,000,000.00 12,799,500,000.00 4,199,500,000.00 148.8313953| Menguntungkan
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 57,524,981,600.00 65,001,413,300.00 7,476,431,700.00 112.9968433| Menguntungkan
Jumlah Pendapatan Transfer 680,819,981,600.00 700,176,234,261.00 19,356,252,661.00 102.8430794| Menguntungkan

3|Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pendapatan Hibah - 2,062,081,450.00 2,062,081,450.00 0
Kompensasi Pajak Penghasilan - 2,109,321,660.00 2,109,321,660.00 0




Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Belanja Operasi

Belanja Pegawai/Personalia
BelanjaBarang
BelanjaBunga

Belanja Subsidi

Belanja Bantuan Sosia
Jumlah Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Jumlah Belanja Modal

Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja Tak Terduga
JUMLAH BELANJA

TRANSFER
Transfer Bagi Hasil ke Desa

BelanjaBagi Hasil Kpd Pem Prov/Kab/Desa
Belanja Bantuan Keu Kpd Pem Prov/Kab/Desa
Jumlah Transfer Bagi Hasil Transfer ke Desa

JUMLAH TRANSFER
JUMLAH BELANJA & TRANSFER
SURPLUS / DEFISIT

775,716,428,320.00

533,823,068,952.22
117,576,601,333.60
144,000,000.00
7,750,204,585.00
48,511,290,033.80
707,805,164,904.62

28,551,406,400.00
29,346,454,450.00
60,326,995,979.00
27,558,190,883.00
7,450,725,150.00
153,233,772,862.00

7,933,301,990.00
7,933,301,990.00
868,972,239,756.62

18,803,945,253.20
9,062,420,000.00
27,866,365,253.20
27,866,365,253.20
896,838,605,009.82

(121,122,176,689.82)

4,171,403,110.00
825,004,186,092.00

468,668,466,025.00
98,462,427,536.50
136,590,831.64
7,743,887,439.00
39,938,343,865.00
614,949,715,697.14

12,219,081,813.00
22,030,162,300.00
50,763,440,056.86
23,012,501,691.00
1,535,008,240.12
109,560,194,100.98

724,509,909,798.12

18,615,842,894.24
8,988,223,200.00
27,604,066,094.24
27,604,066,094.24
752,113,975,892.36
72,890,210,199.64

4,171,403,110.00
49,287,757,772.00

(65,154,602,927.22)
(19,114,173,797.10)
(7,409,168.36)
(6,317,146.00)
(8,572,946,168.80)
(92,855,449,207.48)

(16,332,324,587.00)
(7,316,292,150.00)
(9,563,555,922.14)
(4,545,689,192.00)
(5,915,716,909.88)

(43,673,578,761.02)

(7,933,301,990.00)
(7,933,301,990.00)
(144,462,329,958.50)

(188,102,358.96)
(74,196,800.00)
(262,299,158.96)
(262,299,158.96)
(144,724,629,117.46)
194,012,386,889.46

0
106.353837

87.7947195
83.74321627
94.85474419
99.91849059
82.32793611
86.88121339

42.7967773
75.06924674
84.14713717
83.50512481
20.60213213
71.49872515

0
0
83.3754954

98.99966546
99.18126946
99.05872489
99.05872489
83.86280114

Menguntungkan

Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan

Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan

Menguntungkan

Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
Menguntungkan
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PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penggunaan SILPA

Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Penyertaan Modal (investasi) Pemda
Pembayaran Pokok Pinjaman ke Pem. Pusat
Pemberiaan Pinjaman Daerah

Restitusi Pajak

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
PEMBIAYAAN NETO

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN
ANGGARAN

135,517,734,154.82

135,517,734,154.82

9,750,000,000.00
138,000,000.00
4,500,000,000.00
7,557,465.00
14,395,557,465.00
121,122,176,689.82

135,517,734,151.82
1,750,823,200.00
137,268,557,351.82

9,750,000,000.00
137,744,928.40
4,500,000,000.00
7,557,465.00
14,395,302,393.40
122,873,254,958.42

195,763,465,158.06

(3.00)
1,750,823,200.00
1,750,823,197.00

(255,071.60)

(255,071.60)
1,751,078,268.60

195,763,465,158.06

100
0
101.2919514

100
99.81516551
100
100
99.99822812
101.4457124

Efektif

Menguntungkan

Efisien
Menguntungkan
Efisien
Efisien
Menguntungkan




